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‘lII KATA PENGANTAR

Perencanaan stratejik merupakan suatu metode untuk mengelola perubahan-

perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk
berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang berkaitan erat dengan eksistensi sebuah
organisasi. Secara internal juga merupakan sebuah metode untuk menangani kompleksitas
lingkungan internal yang ditimbulkan bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam
organisasi. Karena itu perencanaan strategik harus mengacu pada suatu kerangka berfikir
logis yang menetapkan di mana sebuah organisasi berada, kemana akan pergi dan
bagaimana bisa sampai di sana.

Bagimanajemen yang berorientasi kepada hasil, perencanaan strategis merupakan hal
yang penting. Perencanan merupakan starting point bagi proses-proses manajemen secara
keseluruhan untuk mencapai hasil yang diinginkan organisasi. Dengan kata lain
perencanaan strategis disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok Dinas Kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dalam hal
perumusan kebijakan dan koordinasi bagi seluruh perangkat daerah.

Akhirnya diharapkan Perencanaan Strategis di lingkungan DKP3AProvinsi Kalimantan
Timur ini dapat dijadikan bahan acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Performance plan | RKT);
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (workplan and budget / RKA);
PenyusunanPenetapanKinerja (Performance Agreement);

Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan DKP3A; dan

o & DN

Penyusunan LaporanKinerjalnstansi Pemerintah (LKjlp) DKP3A Provinsi Kalimantan
Timur.
Samarinda, 28 Januari 2022
Kepala,

Hj. Noryani Sorayalita, SE, MMT
Pemina Utama Muda
NIP. 19651215 198601 2 002
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RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023 mengacu Perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023.
Perubahan Kebijakan Nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya
perubahan dokumen perencanaan berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 yang didalamnya mmengakomodir keputusan Pemerintah untuk
melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kebijakan Nasional yang lain yaitu
perbaikan atau perubahan Kklasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019.
Selain itu adanya Pandemi COVID-19 berupa pembatasandan berkurangnya aktivitas
sosial dan ekonomi yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Capaian Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timurdikatakan cukup
berhasil dengan uraian sebagai berikut:
1. Kesetaraan Gender
Hasil evaluasi &pemantauan implementasi PUG oleh Kementerian PPPA tahun
2021 bahwa 7 prasyarat PUG telah terpenuhi dengan diraihnya Anugerah
Parahita Ekapraya (APE) menjadi Utama dan peningkatan PPRG Kaltim tahun
2021 sebesar 1,26% menjadi 5,1% tahun 2022 atau 70 % Perangkat Daerah telah
mengimplementasikan PPRG.
2. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Beberapa kelembagaan perlindungan Anak yang terbentuk adalah UPTD PPA,
PUSPAGA, Forum Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM), FABK, PPDI dan ABK.
3. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Upaya Pengendalian penduduk dilakukan dengan memperhatikan dampak dari
Bonus Demografi. Proyeksi Penduduk Kalimantan Timur tahun sampai pada
2035, menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana Program dan Kegiatan
pengendalian penduduk.
4. Sistem informasi gender dan anak
Informasi Gender dan Data anak dapat diperoleh melalui Sistem Informasi On

Line Perlindungan Perempuan dan Anak.
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5. Fasilitasi Pelayanan administrasi kependudukan
Rangkaian Penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatansipil, pengelolan informasi Administrasi Kependudukan,
Pemanfaatan data, Pembuatan data per semester serta pembuatan profil
kependudukan setiap tahun.

Di sisi lain untuk menunjang program dan kegiatan DKP3A selaras dengan visi
misi Provinsi Kalimantan Timur dibuat tujuan dan sasaran jangka menengah DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

1. Meningkatkan upaya Perlindungan & Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
¢ Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT
2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di Kaltim
e Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam
pembangunan
3. Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih uptdate dan
komprehensif
e Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
4. Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
e Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
5. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
e Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
6. Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
o Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana
prasarana

Setelah dilakukan penyelarasan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur periode 2019-2023 ditentukan isu strategis, indikator kinerja, capaian
sasaran dan berbagai kegiatan. Untuk itu pembangunan 3 urusan yaitu urusan
pelayanan adminsitrasi kependudukan, urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang cukup penting dan memiliki

kontribusi untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
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BAB |

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah
urusanPemerintahan konkuren, tidak terkait pelayanan dasar yaitu urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat
Daerah mengatur bahwa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang
merupakan unsur pembantu Kepala Daerah salah satu jenis perangkat daerah adalah
dinas yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemanantuan yang
ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian terjadi perubahan dalam Urusam
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari badan menjadi dinas, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) berubah menjadi
DKP3A dengan mandat 3 urusan yaitu urusan pengendalian penduduk, urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pelayanan
adminsitrasi kependudukan.Untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur maka disusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai Pasal 272 mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra
Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam rancangan Rencanan Kerja Perangkat
Daerah (RKPD).

Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai Renstraberisi tujuan, strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah
selama 5 (lima) tahun kedepan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.Untuk mewujudkan
dokumen perencanaan tersebut, perlu dilakukan proses penyusunan rancangan

secara baik, terstruktur dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. (1) Persiapan
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Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra
Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
(4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, penyusunanRenstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional
dalam hal ini RPJMNTahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, Renstra BKKBN Tahun 2015-
2019; di tingkat provinsi yakni RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
dengan mengacu pada Visi Gubernur.

Alur dan tahapan penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 dapat digambarkan dalam bagan alur. Penyusunan Renstra DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 mengacu pada tugas dan fungsi
perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A  Provinsi
Kalimantan Timur.

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) didalamnya memuat capaian kinerja yang termuat
dalam Peraturam Menteri 86 tahun 2017, disusun setiap tahun selama kurun waktu
lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan
urusan bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta pengendalian penduduk dan KB.

Pada awal tahun 2019 hingga tahun 2021 terjadi pandemi Covid 19 yang
melanda seluruh dunia termasud di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berdampak
pada pemberlakukuan norma baru, salah satunya larangan untuk berkumpul dan
menjaga jarak sehingga berakibat pada aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan dan
kesehatan. Hilangnya mata pencaharian akibat PHK, meninggalnya kepala keluarga
akibat Covid 19, pendidikan jarak jauh, adanya anggota keluarga yang terpapar Covid
19, serta meningkatnya kerentanan anak menjadi korban kekerasan menjadi
permasalahan yang lebih kompleks. Perempuan sebagai penanggung jawab urusan
domestik rumah tangga merupakan salah satu pihak yang paling merasakan dampak
Covid 19 tersebut.

Menurut data Gugus Tugas Covid 19 Kaltim sesuai SK Gubernur Kaltim No.

443/K.237/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
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Virus Disease 2019 per tanggal 31 Agustus 2021 terdapat 150.698 orang positif covid
dan 5.071 orang meninggal, selain itu terdapat 6.602 anak laki-laki, dan 6.433 anak
perempuan yang terpapar Pandemi Covid serta sebanyak 359 anak yang menjadi
yatim piatu akibat orangtuanya meninggal karena Covid-19. Mengingat dampak
pandemi berlangsung cukup lama maka pelaksanaan Renstra Perubahan DKP3A
2019-2023 diarahkan pada perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan
perempuan, layanan administrasi kependudukan serta pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana baik dalam bentuk pelayanan, kebijakan, administrasi
disesuaikan dengan kondisi masa pandemi Covid 19.

Pada tahun yang sama program Pemerintah yang cukup penting dan sangat
berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yaitu adanya proyek pembangunan
Ibu Kota Negara (IKN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga Pemerintah provinsi Kaltim
melakukan berbagai penyesuaian  dalam perencanaan pembangunan.
Memperhatikan dasar Pemerintah untuk mengembangkan pemindahan Ibu Kota
Negara dari DKI ke Kabupaten Penajem Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara
di Provinsi Kalimantan Timur ini berdampak pada kesiapan SDM, sarana dan
prasarana serta SDA yang memadai. Oleh karena itu DKP3Amelalui Renstra
Perubahan tahun 2019-2023 mengarahkan pelaksanaan program kegiatan untuk
menunjang pengembangan kapasitas SDM terutama perempuan dan anak,
perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, pelayanan administrasi
kependudukan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait pembangunan dalam urusan
kependudukan, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana termuat dalam mandat misi satu “Berdaulat
Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya

Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas”.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;




10.

11.

12.
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Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635);

Undang-Undang No.5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No.123);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas
peraturan Menteri dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
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Peraturan Mneteri Dalam negeri Rl nomor 86 tahun 2017 tentang Cara

perencanaan pengendalian Pembangunan Daerah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan

Pusat Pelayanan Terpadu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Kilasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl No. 90 tahun 2019 tentang tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-

Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas;

Peraturan Gubernur Kaltim No. 443/K.237/2020 tentang Pembentukan Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease;

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2019-2023.
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.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan dan
penganggaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu lima tahun
(Tahun 2019-2023) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu
strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat
daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023 sesuai dengan tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dari penyusunan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2018-2023 dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung
Visi dan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur.

3. Kalimantan Timur Tahun 2019-2023dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat
daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

5. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
perangkat daerah.

6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Renja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.
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.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab |

Bab I

Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi
Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah,
proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra
Kabupaten/Kota.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya
yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan periode

sebelumnya.

Bab lll Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat
Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan rencana tata ruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab VI

Bab VII

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Dasar Pembentukan

Pembentukan DKP3A Provinsi mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 59 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tatakerja DKP3A Provinsi
Kalimantan Timur.

Sebagai bentuk pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah
lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018, dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) mengacu pada
Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Timur.

B. Struktur Organisasi

Struktur  organisasi merupakan komponen-komponen  penyusun
pemerintahan, yang memperjelas kedudukan setiap posisi, termasuk juga
pembagian hak dan kewajiban atas pekerjaan di dalamnya. Dengan adanya
struktur ini, perkerjaan akan berjalan lebih optimal. Selain itu, seorang atasan
pun bisa memberikan tugas kepada bawahannya secara adil serta sesuai
dengan kompetisi masing-masing. Seorang atasan pun juga memiliki tanggung
jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dan tidak lepas begitu

saja ketika terjadi masalah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 tahun 2016 Tentang Struktur

organisasi, tugas dan fungsi DKP3A Provinsi Kalimantan Timur.

9
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Timur

| —

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KEPALA

.

KEPALA BIDANG FASILITASI
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

KEPALA BIDANG KESETARAAN
GENDER

KEPALA BIDANG SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

|

1l

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
(UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur
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C. Tugas Pokok Dan Fungsi
1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Kkeluarga
berencana.Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan
fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

C. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidangperlindungan perempuan dan perlindungan anak;

f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang sistem data gender dan anak;

g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang kesetaraan gender;

h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

j-  pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan,
urusan umum dan kehumasan, Kkepegawaian, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset.Untuk
melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan
kehumasanserta pengaduan masyarakat;

C. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran,
perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta
pengelolaan aset; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan.Untuk melaksanakan tugas
Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukanmenyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan
administrasi kependudukan;

b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;

Cc. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis aparatur pendaftaran penduduk;

d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis aparatur pencatatan sipil;Penyiapan bahan
pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis
monitoring, evaluasi dan dokumentasi kependudukan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan,pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
perlindungan perempuan dan perlindungan anak.Untuk melaksanakan
tugas,
Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anakmenyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
perempuan dan perlindungan anak;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
Cc. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknisperlindungan perempuan;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknisperlindungan anak;
e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis tumbuh kembang anak; dan
f.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sistem Data Gender dan Anak
Bidang Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
sistem data gender dan anak.Untuk melaksanakan tugas Bidang Sistem
Data Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender
dan anak;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem
data gender dan anak;
c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis data dan informasi gender;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis data dan informasi anak;
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e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Sistem Data Gender dan Anak
Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kesetaraan
gender.Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesetaraan Gender
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem data gender
dan anak;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang sistem
data gender dan anak;
Cc. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis data dan informasi gender;
d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis data dan informasi anak;
e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis informasi dan partisipasi; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan
tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Cc. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis pengendalian penduduk;

14



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis keluarga berancana;

e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis kualitas keluarga; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan derah
kabupaten/kota. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

Pengaduan masyarakat;
Penjangkauan korban;
Pengelolaan kasus;
Penampungan sementara;

Mediasi; dan

-~ ® Qo0 T p

Pendampingan korban.

Il.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A.

Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan DKP3AProvinsi Kalimantan Timur berjumlah 74
orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 53 orang dan Non ASN 21.
Pegawai ASN terdiri dari 21 orang Laki-Laki dan 32 orang Perempuan. Tingkat
pendidikan pegawai merupakansumber daya yang dimiliki organisasi, dengan
memperhatikan tingkat pendidikan dan golongan pegawai mempermudah
penempatan berdasarkan kebutuhan, kesesuaian tugas dan peran pegawai
guna pencapaian kinerja secara efektif, efisien dengan memperhatikan

pengembangan kompetensi setiap pegawai.
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Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan NOMEHS Jumlah
1. SLTA Sederajat 5 3 7 0 15
2. D3 1 2 1 1 5
3. S1 8 17 16 5 46
4. S2 4 10 0 0 14
5. S3 0 0 0 0 0

Total 18 32 24 6 53

Keterangan : Data per 31 Desember 2020

Jumlah Pegawai DKP3A Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2

No Golongan L P Jumlah

1. Golongan Il 4 1 5

2. Golongan I 11 24 35

3. Golongan IV 3 7 10
Total 18 32 53

Keterangan : Data per 31 Desember 2020

Sarana dan Prasarana (Aset)

DKP3A Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Sarana prasarana dan kondisinya yang dimiliki

Tabel 2.3
Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di DKP3A
Jenis Sarana dan Kondisi
Prasarana Baik Rusak
1. Gedung A & Halaman \ \ 1
2. Gedung B \ \ 1
3. Kendaraan Roda 4 \ 8
4. Kendaraan Roda 2 \/ 5

Keterangan : Data per 31 Desember 2020
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Selain kondisi sarana dan prasarana diatas termasuk juga aset berupa
peralatan dan mesin sebagai penunjang opersional dengan jumlah aset sebesar

Rp.5.749.134.985,- sesuai penutupan neraca per 31 Desember 2020.

Tabel 2.4
Jumlah Aset DKP3A

No Uraian Jumlah (Rp)
1. | Aset Tetap 5.749.134.985.00
2. | Tanah 0.00
3. | Peralatan dan Mesin 5.063.358.485.00
4. | Gedung dan bangunan 0.00
5. | Jalan irigasi dan Jaringan 661.033.000
6. | Aset Tetap Lainnya 24.743.500.00
7. | Kontruksi dalam pengerjaan 0.00
8. | Aset lainnya 0.00
Nilai (RP) 4.720.574.925

Keterangan : Data per 31 Desember 2020
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Il. 3 KINERJA PELAYANAN
Kinerja Pelayanan DKP3A merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai sesuai dengan tugas dan

tanggungjawab dalam urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana. Kinerja pelayanan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2019 dapat dilihat dari kinerja capaian indikator

dan kinerja anggaran yang selengkapnya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan DinasKependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan Sat Target Target Target Ren?_t;ﬁuPneLaer-\?kat Daerah Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Fungsi Perangkat atian — Nspk IKK
Daerah 2014 2015 2016 2017 | 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks

1. | Pembangunan Angka - - 6169 | 62 [6259 | 629 63 | 84,75 | 85,07 | 856 |85,62 - 137,38 | 137,21 | 136,76 | 136,12
Gender (IPG)
Prosentase

2. | penyelesaian kasus % - - 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90 100 100 100 100 | 100
kekerasan

Jumlah Peserta KB

akiif % - - 357,95 |378,29 |381,88 |397,47 |428,46 285,65 |351,86 (367,08 (397,71 (442,22 | 79,80 | 93,01 | 96,13 | 100,06 |103,21
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Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Tabel 2.6

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DinasKependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-Rata Pertumbuhan

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

908.050.000

2014

1.768.050.500

2015

P.008.800.000

2016

.837.600.932

2017

908.050.000

2013

B69.369.396

2014

1.659.191.847

2015

872.513.112

2016

.837.600.932

2017

869.369.396

2013

95,74

2014

93,84

2015

93,22

2016

100,00

2017

95,74

Anggaran

1.486.110.286

Realisasi

1.421.608.937

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

207.500.000

742.950.000

193.000.000

178.885.000

207.500.000

£06.696.106

681.241.939

182.217.634

169.085.183

206.696.106

99,61

91,69

94,41

94,52

99,61

305.967.000

289.187.394

Peningkatan Disiplin
Aparatur

385.900.000

35.000.000

78.000.000

40.000.000

385.900.000

872.015.278

35.000.000

58.701.600

19.500.000

372.015.278

96,40

100,00

75,26

48,75

96,40

184.960.000

171.446.431

Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

445.000.000

36.200.000

P74.473.800

445.000.000

#24.882.669

25.830.000

P63.475.300

424.882.669

95,48

71,35

95,99

95,48

300.168.450

284.767.660

Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja &
Keuangan

30.000.000

275.600.000

276.750.000

812.000.000.

30.000.000

30.000.000

186.900.000

248.069.000

P64.143.080

30.000.000

100,00

67,82

89,64

100,00

153.087.500

151.822.416

Program keserasian
kebijakan
peningkatan kualitas
Anak dan Perempuan

49.400.000

411.450.000

558.000.000

134.800.000

49.400.000

48.827.100

378.815.650

523.042.452

124.195.000

48.827.100

98,84

92,07

93,74

92,13

98,84

240.610.000

224.741.460

Keluarga Berencana

22.200.000

687.200.000

295.800.000

123.402.128

22.200.000

22.187.200

602.231.000

286.467.900

.097.120.502

22.187.200

99,94

87,64

96,85

97,66

99,94

430.160.426

406.038.760

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
gender dan anak

50.000.000

440.287.000

.553.900.000

619.400.000

50.000.000

49.913.100

427.793.436

.501.382.030

614.396.750

49.913.100

99,83

97,16

96,62

99,04

99,83

522.717.400

508.679.683

Kesehatan
Reproduksi Remaja

105.700.000

4.264.558.000

266.200.000

87.039.250

105.700.000

99.096.740

3.772.238.656

251.423.000

82.873.500

99.096.740

93,75

88,46

94,45

95,21

93,75

965.839.450

860.945.727

Peningkatan Kualitas
Hidup dan
Perlindungan
Perempuan

30.000.000

454.800.000

650.650.000

29.798.722

30.000.000

30.000.000

454.800.000

616.867.050

21.591.079

30.000.000

100,00

100,00

94,81

72,46

100,00

239.049.744

230.651.626
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Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah

2013

30.000.000

Anggaran pada Tahun ke-

2014

297.350.000

2015

167.600.000

2016

861.864.400

2017

30.000.000
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2013

29.720.000

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2014

264.109.000

2015

157.281.200

2016

823.803.805

2017

29.720.000

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

2013

99,07

2014

88,82

Tahun ke-

2015

93,84

2016

95,58

2017

99,07

Rata-Rata Pertumbuhan

Anggaran

277.362.880

Realisasi

260.926.801

Peningkatan
Peran serta
Kesetaraan
Gender Dalam
Pembangunan

30.000.000

208.500.000

1.571.450.000

41.750.000

30.000.000

29.500.000

199.558.400

1.531.627.490

41.700.000

29.500.000

98,33

95,71

9747

99,88

98,33

376.340.000

366.377.178

Pembinaan Peran
serta Masyarakat
Dalam Pelayanan
KB/KR yang
Mandiri

30.000.000

3.572.489.250

143.250.000

84.322.600

30.000.000

29.975.000

3.186.179.350

127.640.400

67.251.700

29.975.000

99,92

89,19

89,10

79,76

99,92

772.012.370

688.204.290

Pengembangan
Model Operasional
BKB Posyandu
Padu

1.539.156.000

176.700.000

161.750.000

168.885.850

1.539.156.000

1.504.807.149

156.203.500

152.504.402

152.852.350

1.504.807.149

97,77

88,40

94,28

90,51

97,717

717.129.570

694.234.910

Penanggulangan
Kemiskinan
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan

45.000.000

316.000.000

911.654.000

45.000.000

45.000.000

311.237.878

876.607.600

45.000.000

100,00

98,49

96,16

100,00

329.413.500

319.461.370

Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR

30.000.000

1.076.900.000

30.000.000

29.990.000

1.014.425.362

29.990.000

99,97

94,20

99,97

378.966.667

358.135.121

Peningkatan
Penanggulangan
narkoba, PMS,
termasuk
HIV/AIDS

30.000.000

55.750.000

51.177.500

30.000.000

29.990.000

50.397.500

51.150.000

29.990.000

99,97

90,40

99,95

99,97

41.731.875

40.381.875

Peningkatan
Perlindungan dan
Pemenuhan Hak
Anak

126.200.000

1.540.875.000

50.000.000

126.187.500

49.913.100

99,99

99,83

572.358.333

88.050.300

Kesetaraan
Gender
danPemberdayaan
Perempuan

105.700.000

99.066.740

93,72

105.700.000

99.066.740
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Kinerja pelayanan DKP3A dapat dinikmati oleh publik dan menjadi bahan

laporan dalam pencapaian kinerja meliputi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan tersebut.

Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan capaian kesetaraan gender
dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah
laki-laki dan perempuan. IPM adalah indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat per
penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil
pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan dan
sebagainya.

Untuk IPM terpilah laki-laki mampu mencapai indeks yang cukup tinggi
ditingkat Nasional. Menurut data BPS — Statistik Indonesia IPM Kaltim menduduki
3 besar dari 34 Provinsi setelah DKl dan Yogyakarta dengan indeks 81,32
sementara indeks IPM Nasional sebesar 75,98. Dan DKI ada pada 83,66.

Sementara untuk IPM terpilah perempuan Kaltim menduduki peringkat ke
32 dari 34 Provinsi dengan capaian indeks 69,69 pada tahun 2020 dan 70,14 di
tahun 2019. Adapun capaian indeks IPM terpilah perempuan DKI mencapai 79,17
di tahun 2020 dan mengalami kenaikan 0,01 dari capaian tahun sebelumnya.
Adapun capaian IPM laki-laki dan perempuan di Kaltim terdapat kesenjangan,
dapat dilihat dari capaian indeks 81,32 di tahun 2020, sementara IPM perempuan
pada tahun yang sama ada pada indeks 69,69, terjadi kesenjangan indeks
sebesar 11, 63.
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Tabel 2.7
Kondisi kesenjangan tersebut dapat dilihat dalam table berikut:
Tabel kesenjangan IPM terpilah kaltim

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut
Jenis Kelamin

Provinsi/Kabupaten/Kota

Perempuan Laki-laki
2020 2019 2020 2019
INDONESIA 69.19 69.18 75.98 75.96
DKI JAKARTA 79,17 79,16 83,66 83,58
KALIMANTAN TIMUR 69,69 70,14 81,32 81,58
Paser 55,1 55,38 77,44 77,55
Kutai Barat 64,27 64,7 76,63 7717
Kutai Kartanegara 62,36 62,63 79,04 79,14
Kutai Timur 59,79 60,36 78,4 78,89
Berau 69,46 69,74 79,28 79,31
Penajam Paser Utara 65,74 65,91 76,1 76,44
Mahakam Ulu 59,81 60,28 73,86 74,52
Kota Balikpapan 76,33 76,45 85,14 85,22
Kota Samarinda 75,29 75,48 84,34 84,42
Kota Bontang 73,77 73,84 84,92 85,15

Sumber Data : BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan data diatas masih terdapat kesenjangan laki-laki dan
perempuan pada proses pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan
ekonomi sehingga dilakukan peningkatan dan percepatan pembangunan.

Kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2020
mengalami kendala. Ditandai oleh penurunan angka IPM sebesar 0,48 persen,
setelah sebelumnya tumbuh positif sebesar 1,03 persen pada tahun 2019. Pada
tahun 2020, status pembangunan manusia di Kalimantan Timur berada pada level
atau kategori “Tinggi”. Status tersebut masih sama dengan status pada tahun
sebelumnya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis gender adalah
Indeks Pembangunanan Gender (IPG), indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan
ketimpangan gender, IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembanguan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun capaian IPG

Kaltim dapat dilihat sebagai berikut:
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Indeks Pembangunan Gender

Provinsi/Kabupaten/Kota (IPG)
2020 2019 | 2018
INDONESIA 91,06 91,07 90,99
DKI JAKARTA 94,63 94,71 94,7
KALIMANTAN TIMUR 85,70 85,98 85,63
Paser 71,15 71,41 70,64
Kutai Barat 83,87 83,84 83,52
Kutai Kartanegara 78,9 79,14 78,83
Kutai Timur 76,26 76,51 76,03
Berau 87,61 87,93 87,92
Penajam Paser Utara 86,39 86,22 86,34
Mahakam Ulu 80,98 80,89 80,18
Kota Balikpapan 89,65 89,71 89,76
Kota Samarinda 89,27 89,41 89,42
Kota Bontang 86,87 86,72 86,61

Sumber data :BPS Kaltim tahun 2020

Memperhatikan data diatas, capaian indeks Kaltim berada di bawah indeks

nasional, dibandingkan dengan DKI Jakarta, Kaltim perlu melakukan percepatan

pembangunan gender terkait adanya IKN. Posisi Kaltim berada pada urutan ke 32

dari 34 Provinsi se Indonesia.

Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi

tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen

berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai

dengan misi

pertama gubernur

Kalimantan timur vyaitu berdaulat dalam

peningkatan SDM yang berakhlak mulia terutama perempuan pemuda dan

disabilitas. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini :
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Gambar 2.3

Grafik posisi capaian IPG Kalimantan Timur secara nasional tahun 2020

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020
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Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IPG berdasarkan pada beberapa komposit meliputi Angka
Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan Pengeluaran Pendapatan. Capaian komposit sumbangan pendapatan
perkapita perempuan Kalimantan Timur mengalami kesenjangan yang cukup
tajam dibanding Sumbangan Perkapita Laki - Laki Kalimantan Timur. Namun
untuk ketiga komposit lainnya AHH, RLS dan HLS capaian angka perempuan

telah dapat melampaui angka capaian Laki laki. Tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 2.9
Perbandingan capaian komposit IPG 2020

: DKI Jakarta Indonesia
Kaltim (2020) (2020) (2020)

L P L P L P

Komposit

Angka harapan

" | Hidup (AHH) 7254 | 7621 | 7401 | 74.08 | 0959 | 7349
Rata rata lama

> | Sekolah (RLS) 1022 | 927 1 4445 | 1076 | 890 | 807
Harapan lama

5 | sekoan HiLs) | 1377 | 87 | 4500 | 1204 | 129 | 1304

4 Pengeluaran 17.958 | 6.943 |22.614|16.742 | 15.463 | 9.004
Pendapatan

Sumber data :BPS Kaltim tahun 2020
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Memperhatikan tabel diatas khususnya kondisi kesenjangan pengeluaran
perkapita bisa menjadi latar belakang dan titik awal untuk menetapkan program
dan kegiatan sekaligus penganggaran agar hasil dari kegiatan dapat mendorong

capaian IPG Kalimantan Timur.

Selain IPG capaian indikator keseteraan gender lainnya adalah Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu indikator yang melihat pemberdayaan
perempuan pada peranan dan partisipasi di bidang politik, ekonomi dan
pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Posisi capaian
IDG Kalimantan Timur pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan 0,11
dan pada tingkat nasional capaian IDG ini pun mengalami kenaikan0,33 sebagai
pembanding menuju IKN, berikut disertakan data IDG DKI Jakarta, dimana
mengalami kenaikan sebesar 0,02. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik
berikut:

Gambar 2.4

Grafik capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat nasional
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Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian IDG meliputi komposit Perempuan Sebagai Tenaga Profesional,
Sumbangan Pendapatan Perempuan, Keterlibatan Perempuan di Parlemen

tertera dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.10
Capaian Komposit IDG Kalimantan Timurtahun 2020
. Kalimantan DKI .
No Komposit Timur Jakarta Nasional
1, | Perempuan Sebagai 45.86 46,10 | 48.76
Tenaga Profesional
2 Sumbangan Pendapatan 24 17 38.06 3726
Perempuan
3. Keterlibatan Perempuan di 18.18 2107 21.09
Parlemen

Sumber data : BPS Kaltim tahun 2020

Capaian pada komposit perempuan sebagai tenaga Profesional Kaltim
masih dibawah rata-rata DKI Jakarta dan Nasional, demikian pula dengan
komposit sumbangan pendapatan perempuan masih jauh dibawah capaian
nasional dan DKI Jakarta, pada komposit keterlibatan perempuan di parlemen
sama keadaannya dengan dua komposit lainnya, hal ini menempatkan IDG Kaltim

berada pada posisi di 32 dari 34 provinsi se Indonesia.

Dalam upaya peningkatan capaian pembangunan berbasis gender digunakan
strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memenuhi
beberapa persyaratan diantaranya (1) kelembagaan (2) komitmen (3) kebijakan
(4) Data pilah (5) Metode (6) partisipasi masyarakat (7) SDM dan anggaran.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi PUG melalui penerapan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan rumusan sebagai
berikut :

Jumlah Perangkat Daerah berbasis ARG x 100 %

Jumlah Perangkat Daerah Kaltim

Sedangkan Pelayanan Kinerja pada urusan perlindungan perempuan dan
perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu

persentase pelaku ekonomi perempuan dengan rumusan :

Pelaku EKonomi Perempuan x 100 %

Jumlah Pelaku EKonomi
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2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-
haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang
ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu bentuk ketidaksetaraan
Gender adalah Tindak Kekerasan, perdagangan orang, korban pornografi, dll.

Bentuk tindak kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan
penelantaran rumah tangga, ekonomi. Untuk melakukan pencegahan, pelayanan
penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sebagai bentuk pemenuhan hak
korban bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia
usaha dan organisasi masyarakat. Perlindungan terhadap Perempuan dan anak
korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga
pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan
Perempuan dan Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh
Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak
sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 566 kasus di

Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam Grafik berikut :

Gambar 2.5

Grafik jumlah kasus kekerasan perempuan Kaltim tahun 2018 - 2020

Kasus Kekerasan 3 Tahun terakhir

629
\ 556

2019

W Kasus

Sumber data :Simfoni PPPA Update data per 1 Januari 2021

27



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai bentuk pelanggaran hak

anak adalah kekerasan terhadap anak berikut data kekerasan anak tahun

Berdasarkan data simfoni tahun 2020 terdapat jumlah kekerasan pada
anak 347 kasus, tertera dalam Grafik berikut :

Gambar 2.6
Grafik jumlah kekerasan tahun 2020

“Total korban kekerasan adalah
610 korban yang terdiri dari 347
korban anak dan 263 korban
dewasa”

Korban Dewasa

43%

Sumber data :Simfoni PPPA

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk
menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain
Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia
usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik
Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat
Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban
kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok
warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai

tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh
dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta
melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.
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Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak

Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.11

Jumlah penduduk disabilitas tahun 2020
Kalimantan timur Tahun 2020

Cacat Cacat

No | Kabupaten/Kota (I::?sciit (,\;12?'_6: Igl?r?;tj I\/\Ijgntal Fisik Lgﬁl(;i;a
iwa Mental
1 PASER 2 0 2 0 0 0
2 KUKAR 40 5 6 6 3 16
3 BERAU 5 1 2 0 3 3
4 KUBAR 2 1 1 0 2 6
5 KUTIM 11 4 5 0 1 13
6 PPU 7 1 1 1 1 2
7 | MAHAKAM ULU 7 0 3 1 2 1
8 BALIKPAPAN 12 1 4 0 0 2
9 SAMARINDA 10 5 5 1 1 2
10 BONTANG 9 0 2 1 0 6
JUMLAH 105 18 31 10 13 51

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Disabilitas/Kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas
disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah
yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang
disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan
efektif berdasarkan kesamaan hak.

anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan
seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi
kedisabilitasannya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan
mendapat bullying, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi.
Berikut data korban kekerasan difabel kaltim tahun 2020
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Gambar 2.7
Grafik Korban Kekerasan Difabel
25 23
20
15
3 12
10
6
& 3
oo 00 ol o oo o0 lo DI )
0 - -
> X > D A > O S >
> > < > N -2 P ey o [e5
o _\Q;"’K (&Q(’,b P & PN Q@ 3P Q‘DQ X ‘a$®
o &2 <D 2 P N & NN <P &
g W < 3 @ - P P > P
& AF T 5P R \ <P R
& & & & F A
S o S5 2 o
’§) » & > \)Q QU
* > A RS &
> R &
R ,so‘b Sumber : SIMFONI| PPA
L

Sumber data :Simfoni PPPA

Persoalan yang dihadapi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal
aksesibilitas, akomodasi layak, tapi tentang pemenuhan hak anak lainnya seperti

perlakuan yang salah, penelantaran, korban stigmatisasi dari pelabelan.

Pelayanan Kinerja pada wurusan perlindungan perempuan dan
perlindungan anak yang tertuang dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi target
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu
Rasio KDRT dengan rumusan :

Jumlah KDRT x 100%

Jumlah Rumah Tangga

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pertumbuhan
penduduk kearah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini
dilakukan melalui suatu kebijaksanaan Pemerintah di bidang kependudukan.
Pengendalian kependudukan dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga
Berencana, yang ditujukan untuk mencapai suatu tingkat kelahiran tertentu di

masa yang akan datang.
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Masalahkependudukan adalah masalah Pemerintahan baik menyangkut
aspek pemerintahan, administrasi, sosial, ekonomi, budaya, maupun
kesejahteraanya. Penduduk atau rakyat adalah aset utama dari suatu negara
yang perlu dilindungi oleh pemerintah, masalah penduduk akan berdampak pada
lahirnya masalah sosial, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keamanan dan
ketertiban serta pertahanan negara. Kondisi Proyeksi Penduduk Kaltim dapat
dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.8
Grafik Proyeksi Penduduk Provinsi KalimantanTimur tahun 2010 - 2035

Sd 2035:

-Penduduk usia muda diperkirakan
menurun = keberhasilan KB;
-Penduduk usia produktif dan lansia
perlahan meningkat=> kesehatan yg
membaik.

2010
Percent 04 11.01
Percent 5-14 19.58
Percent 15-49 58.6
Percent 15-64 67.06
Percent 65 and over 2.35

Sumber data : BPS RI

Grafik tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk angkatan kerja
lebih banyak dari pada penduduk anak dan lansia. Sehingga penyediaan
lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dll memerlukan kebijakan

yang strategis dan menjadi kebutuhan utama.

Jumlah sebaran penduduk yang kurang merata dengan masih terpusat pada
kawasan pemerintahan, berdampak pada kualitas hidup, kerusakan hutan dan
lahan, sumber daya air, pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan lain-
lain. Sebaran penduduk yang kurang merata juga akan berdampak pada masalah
ekonomi, sosial, kesehatan dan pemerataan pembangunan.Untuk itu diperlukan

proses perencanaan pembangunan yangterintegrasi antara variabel demografi
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dengan variabel pembangunan. Penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan
kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel
kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi
sangatdiperlukan. Berikut GDPK Kaltim tahun 2020 sebagai panduan dalam

kerangka berpikir guna mencapai pembangunan kependudukan.

Gambar 2.9
Pilar GDPK Kaltim

II 3 PILAR GDPK _

i

Pengendalian Kuantitas . — & Clusterl

Penduduk
Peningkatan Pengarahan
Kualitas Mobilitas Pembangunan
Penduduk penduduk Keluarga —* Cluster2
Pengembangan Data Base Kependudukan — » Cluster3

Sumber data : DKP3A Kaltim

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk
dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan
tagwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan.
Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan.
Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan
pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan.
Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan
harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu
merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi
melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan
mewujudkan data dan informasi kependudkan yang akurat (valid) dan dapat
dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data

kependudukan.
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Hingga 2045, diproyeksikan pertumbuhan penduduk Kaltim setiap lima tahun
meningkat rata-rata 4,41%. Pada 2020, jumlah penduduk Kalimantan Timur
diprediksi mencapai 3,6 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan.
Lima tahun kemudian meningkat 5,86% menjadi 3,9 juta jiwa dengan 1,9 juta laki-
laki dan 1,8 perempuan. Pada 2030, jumlah penduduknya meningkat 5,02%
menjadi 4 juta jiwa.Hingga 2045 penduduk Kalimantan Timur diproyeksikan
meningkat 5,8% dari lima tahun sebelumnya. Secara rinci, penduduk laki-laki dan
perempuan hanya selisih 3,8 ribu jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2,25
juta dan perempuan sebanyak 2,24 juta. Sementara laju pertumbuhan penduduk
tahun 2020 sebanyak 1,93 diatas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional
1,25% per tahun. Hal tersebut memerlukan antisipasi dini berupa implementasi

GDPK dan pelaksanan teknis dalam Program KB secara terintegrasi.

Pelayanan Kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dalam mencapai

pembangunan kependudukan.

Sistem Informasi Gender dan Anak

Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data
gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan
mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan
pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. Sistem data gender adalah
data mengenai hubungan relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki
dan perempuan. Data anak adalah data kondisi anak perempuan dan laki-laki

dibawah usia 18 tahun yang terpilah menurut kategori umur.

Untuk terwujudnya persamaan pandangan tentang data gender dan anak,
serta memudahkan berkomunikasi diperlukan mekanisme sistem data gender dan
anak. Antara lain : 1) Indikator dan jenis data yang dibutuhkan, 2) Pengumpulan
data, 3) Metode pengumpulan dan alur data, 4) Periode pengumpulan data, 5)

Penerima Manfaat.

Data Terpilah Gender (DTG) merupakan salah satu prasyarat terwujudnya
pengarusutamaan gender (PUG) dan merupakan bagian penting dari proses
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). DTG merupakan

indikasi awal ada atau tidaknya sebuah kesenjangan. Hal ini bisa menjadi basis
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kajian lebih dalam terkait kesenjangan yang ada.DKP3A sebagai fasilitator DTG
dan Diskominfo Provinsi Kaltim sebagai wali data mempunyai kewenangan untuk
mengidentifikasi DTG Perangkat Daerah yang diperlukan guna penyusunan

kebijakan Program Kegiatan yang responsif gender.

Data Terpilah Anak merupakan Jenis data pemenuhan hak anak mengacu
pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak,
meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte
kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak; 2) lingkungan keluarga
dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang
tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain:
data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan
akses air bersih. 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan 5)
perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas,
autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan

Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi

Dari 34 perangkat daerah yang merupakan kelompok Kerja (POKJA) Data
Terpilah yaitu wadah komunikasi di Provinsi Kaltim untuk berbagi pengalaman
dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis
gender, terdapat 50% Perangkat Daerah yang sudah memiliki DTG, tertera dalam
grafik sebagai berikut :

Gambar 2.10
Data Pilah Gender Perangkat Daerah

DATA PILAH GENDER DAN ANAK PERANGKAT DAERAH
SE-KALIMANTAN TIMUR

H PD YANG BELUM MEMILIKI
DTG

M PD YANG SUDAH MEMILIK DTG

Sumber data : DKP3A Kaltim
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Berikut tabel data jumlah penduduk perempuan kepala keluarga, salah
satu kelompok data gender yang digunakan untuk pengambilan keputusan,

penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait pelaku usaha ekonomi

perempuan dan program kegiatan lainnya.
Tabel 2.12
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota

Berdasarkan Jenis kelamin Perempuan Berstatus Kepala Keluarga

Perempuan
Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Kepala Rumah
Tangga
1 PASER 133.403 14.535
2 KUTAIKARTANEGARA 351.783 39.635
3 BERAU 117.957 12.140
4 KUTAIBARAT 79.026 8.828
5 KUTAITIMUR 197.365 18.961
6 PENAJAMPASERUTARA 87.394 9.508
7 MAHAKAM ULU 16.334 2.256
8 KOTA BALIKPAPAN 340.436 48.025
9 KOTA SAMARINDA 401.072 50.688
10 KOTA BONTANG 88.761 9.183
JUMLAH 1.813.531 213.759

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester Il Tahun
2020

Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja pelayanan pemanfaatan data
gender dan anak maka digunakan formula perhitungan capaian program SIGA

sebagai berikut :

Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender x 100%

Jumlah perangkat daerah
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4. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.Adapun jenis administrasi pelayanan kependudukan
meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan
status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
Berikutcapaian layanan kinerja administrasi kependudukan sebagai bahan
penyusunan kebijakan program kegiatan terkait pemenuhan hak sipil penduduk
Kaltim.

Gambar 2.11
Grafik capaian layanan administrasi kependudukan

CAPAIAN LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020
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Capaian KTP-El Capaian KIA Capaian Akte Penerapan buku

Kelahiran pokok pemakaman

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berguna sebagai bahan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Demikian pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan maka telah
dilakukan berbagai Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk dapat menggunakan hak
akses dalam memanfaatkan data kependudukan. Berikut keadaan PKS dan akses

Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
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Tabel 2.13

Tabel Perjanjian Kerjasama dan Akses di Provinsi dan Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota AR S o0 AS?I?)G;DE\;\Q: FINS SD) £ D\'/A\Vk:eSS/D

Des 2020 2020 Jan 2021 31 Jan
2021

1 | Provinsi 7 4 7 4
2 | Kutai Kartanegara 28 4 28 4
3 | Balikpapan 10 9 10 9
4 | Kutai Timur 14 1 14 1
5 | Samarinda 12 8 12 8
6 | Berau 5 0 5 0
7 | Paser 20 1 20 1
8 | Bontang 9 9 9 9
9 | Kutai Barat 9 1 9 1
10 | Mahakam Ulu 0 0 0 0
11 | PPU 5 1 5 1

Sumber data : DKP3A Prov. Kaltim
Salah satu kelompok data yang memenuhi hak akses yang digunakan oleh berbagai
sektor adalah keadaan jumlah penduduk Kaltim seperti tertera dalam table berikut:
Tabel 2.14
Data Jumlah Penduduk Kab/Kota Se Kalimantan Timur tahun 2020

Kabupaten/ Jenis Kelamin Jumiah Jumlah  Jumlah Jumlah
Kota L % P % Kecamatan Desa Kelurahan
Paser 143.998 | 52 |133.403 | 48 |277.401 10 139 5
Kukar 382.702 | 52 |351.783 | 48 |734.485 18 193 44
Berau 133.482 | 53 |117.957 | 47 |251.439 13 100 10
Kutai Barat | 86.912 | 52 | 79.026 | 48 |165.938 16 190 4
Kutai Timur |226.969 | 53 | 197.365 | 47 |424.334 18 134 1
PPU 93.955 | 52 | 87.394 | 48 |181.349 4 30 24
Mahulu 18.676 | 53 | 16.334 | 47 | 35.010 5 50 -
Balikpapan |356.643 | 51 |340.436 | 49 |697.079 6 - 34
Samarinda |416.182 | 51 |401.072 | 49 |817.254 10 - 59
Bontang 96.023 | 52 | 88.761 | 48 |184.784 3 - 15
Jumlah  [1.955.542| 52 [1.813.531| 48 B.769.073 103 836 196

Sumber data : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri SMS Il Tahun2020
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Untuk mengukur keberhasilan sasaran kinerja layanan administrasi
kependudukan maka digunakan formula perhitungan capaian Presentase
penduduk yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan

sipil sebagai berikut :

Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data gender x 100%

Jumlah perangkat daerah

5. Pelayanan Kesekretariatan
Pelayanan administrasi perkantoran merupakan program dan kegiatan yang
dihrapkan dapat memberikan pelayanan publik dengan baik. Adapun Program dan
kegiatan meliputi :

1. Program Pelayanan Adminiatrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat
kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan DKP3A. Diharapkan
2023 mencapai kepuasan 90%. Adapun kegiatan meliput ;

a. Pelaksanaan Adminisrasi Perkantoran dengan indikator kondisi gedung
kantor beserta operasional dapat berjalan optimal.

2. Program peningkatan sarana dan parasarana Aparatur dengan indikator
sampai pada tahun 2023 enam unit perangkat daerah memiliki kinerja
pelayanan tepat waktu. Adapun kegiatan meliputi :

a. Pemeliharaan Peralatan dan Kelemgkapan Sarana dan prasarana
mendukung unit kerja dapat mendukung operasional dengan tepat waktu.

3. Program Penusunan Dokumen Perencana, pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan pemerintah dengan indikator Akuntabilitas Kinerja DKP#A,
Adapun kegiatan meliputi :

a. Penyusunan laporan pengendalan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
dengan indikator laporan kinerja tepat waktu.

b. Rakor Bidang Pemberdayaab Perempuan dan perlindungan anak dengan
indikator adanya rekomendasi PPPA.

c. Forum RKP Bidang PPPA, Pengendalian penduduk dan KB serta
Pelayanan Administrasi kependudukan.

d. Pameran hasil Karya perempuan bidang pembangunan.

4. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah, dengan
kegiatan meliputi :

a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan pemerintah Daerah.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.
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I.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

A. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi
organisasi yangdatang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam
eksistensiorganisasi dimasa depan. Dalam mengidentifikasi tantangan,
menggunakan suatu metode untuk menganalisanya, yaitu dengan menggunakan
metode SWOT Analysis (strength, Weakness, Oportunity and Threat
analysis).Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DKP3A
Provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi
Kalimantan Timurmengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di

semua bidang dalam tahapan pembangunan.

b. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam
implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi
penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias
gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan
UMKM, UPPKS, dll.

c. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan secara efektif
dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,
meliputi Gugus Tugas PTPPO, P2TP2A, UPPKS, PATBM, PUSPA, Pokja
PUG.

d. Bonus Demografi dalam penyediaan lapangan kerja perempuan, pengendalian
penduduk pendatang menjadi kelompok termarjinal menjadikan hambatan

dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap
kejahatan yang terjadi dalam keluarga. Ditunjang dengan kurangnya informasi
lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terbatasnya jumlah lembaga layanan rehabilitasi

f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat
seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi
tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual

dan penipuan.
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. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan

secara efektif.

. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki
kartu identitas anak, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin
kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak

anak.

i. Adanya tugas kewenangan Provinsi dalam program pengendalian penduduk

dan KB.

Komposisi Penduduk Kalimantan Timur memberi dampak bonus demografi
yang harus dikelola sebagai sumber daya manusia potensial mengingat jumlah

penduduk produktif lebih banyak dari kelompok usia anak dan lansia.

. Kelompok penduduk usia remaja yang cenderung rentan terkena dampak
kesehatan reproduksi adalah remaja putus sekolah, remaja jalanan, remaja
penyalahguna napza, remaja yang mengalami kekerasan seksual, korban

perkosaan dan pekerja seks komersial

Mobilitas Penduduk membutuhkan percepatan penyelenggaraan administarsi

pelayanan penduduk.

.Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya Surat dan Dokumen
Kependudukan dapat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas permintaan

dan kebutuhan akan layanan surat keterangan dan dokumen kependudukan.

. Kurangnya tenaga / SDM secara Kualitas dalam penyelenggaraan pendaftaran
Kependudukan dapat mempengaruhi proses pelayanan bahkan terhadap
penghapusan restrisbusi / biaya untuk beberapa pelayanan surat dan dokumen

kependudukan.

. Sarana dan Prasarana pendukung vyang kurang memadai dalam
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mempengaruhi adanya kesadaran

masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.

. Letak Geografis yang tidak memungkinkan dalam Penyelenggaraan
pendaftaran Kependudukan dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah
serta adanya pengaruh kemajuan dibidang tekhnologi informasi memberikan

peluang bagi masyarakat untuk melakukan rekayasa dokumen Kependudukan.
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B. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar

organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi

dimasa depan.Dalam mengidentifikasi tantangan, menggunakan suatu metode

untuk menganalisanya, yaitu dengan menggunakan metode SWOT Analysis

(strength, Weakness, Oportunity and Threat analysis). |dentifikasi tantangan

DKP3A Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

a.

Adanya mandat dalam UU no 23 tahun 2014, PP no 18 tahun 2016 untuk
melakukan pengembangan organisasi menjadi Organisasi Perangkat daerah

yang lebih teknis

. Organisasi Pemerhati perempuan dan anak di lingkungan Provinsi Kalimantan

Timur sebagai mitra kerja memberi dukungan dalam pelaksanaan PUG.

Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di

daerah.

. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan

internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam
peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing,
Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi
Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).

. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-

kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam

penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Adanya jejaring kerja lintas sektor dan multi program untuk mendukung urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah prov Kalimantan

Timur.

. Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang sudah berbasis teknologi

Informatika (Tl) dengan pengoprasian SIAK sampai dengan ditingkat
Kecamatan dapat membantu penyediaan data base kependudukan yang valid

sebagai dasar Penentuan Kebijakan.
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Ketersediaan peraturan perundang—undangan yang mengatur
penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan mempermudah pemberian
pelayanan pendaftaran kependudukan yang cepat, murah, dan mudah serta

akurat.

Ketersediaan anggaran/dana dalam pembangunan dan penyelenggaraan
pendaftaran Kependudukan akan mengurangi biaya yang ditanggung oleh
masyarakat, dalam pengurusan penerbitan surat keterangan dan dokumen

kependudukan yang berbasis tekhnologi informasi.

. Tersedianya Data Base Kependudukan dalam pengelolaan pelayanan

penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk akan terdeteksi terkait adanya

mobilisasi penduduk ( perpindahan, kelahiran, dan kematian penduduk)

Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan program

dankegiatan Pembangunan Bidang pengendalian penduduk dan dan KB

.Kewenangan untuk melakukan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

pemerintahdaerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

rangka pengendalian kuantitas penduduk.
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

lll. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
2.
a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
b. Hasil evaluasi kinerja belum dijadikan sebagai pedoman.
c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan
perangkat daerah.
d. Kurangnya pengembangan kompetensi ASN disebabkan oleh terbatasnya
diklat yang tersedia, diklat yang ada hanya pada kegiatan teknis tertentu.
e. Adanya mutasi pegawai pada bidang teknis menghambat proses pelayanan.
f. Belum optimalnya penggunan SOP dalam pelayanan internal sehingga
berpengaruh terhadap lauanan publik.
g. Dalam capaian kinerja belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen
Perencanaan dan Penganggaran.
3. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
a. Angka Harapan Hidup Perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
angka harapan hidup laki-laki.
b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah
dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rendah dibandingkan kondisi ideal dan
daerah lain.
d. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio
Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
e. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi,
terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dari

pendapatan penduduk perempuan.
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Pelaku usaha ekonomi perempuan kurang memiliki daya saing dalam
menduduki kepemilikan usaha, sehingga untuk kepemilikannya diserahkan

kepada suami/anak laki-lakinya.

. Kurangnya minat dan kompetensi serta peluang perempuan untuk menempati

jabatan yang lebih tinggi.

Permasalahan Perlindungan Hak Perempuan:

a.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus

kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.

= Perhitungan Data Korban Kekerasan sering terjadi tidak optimal karena
terdapat kasus yang tidak dilaporkan, masyarakat masih enggan
melaporkan karena menanggap aib keluarga, atau karena tdak mengetahui
lembaga layanan.

= Belum optimalnya fungsi lembaga layanan bagi perempuan penyandang
disabilitas

= Belum tersedianya data perempuan tenaga kerja korban kekerasan

= Belum optimalnya pencatatan laporan data kekerasan melalui aplikasi
simfoni dikarenakan mutasi pegawai/ tenaga teknis.

Perempuan sangat rentan terhadap pornografi dan kekerasan.

Belum maksimalnya fungsi dan peran gugus tugas PTPPO serta belum

optimalnya fungsi koordinasi antar OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat,

perguruan tinggi, dll.

Belum optimalnya peran lembaga pemerhati perempuan dalam pemenuhan

perlindungan hak perempuan.

Permasalahan Perlindungan Anak:

a.

Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti
perkawinan anak, anak jalanan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi,
pelecehan seksual, & penipuan terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan
Hak Anak.

Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus
sekolah, pekerja anak, dll

Angka anak Putus sekolah yang cukup tinggi.

Belum sepenuhnya sistem perlindungan di provinsi dan kabupaten/kota

berjalan dengan baik.
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6. Permasalahan Tumbuh Kembang Anak:

a.
b.

C.

Belum semua anak memiliki akte kelahiran.
Masih tingginya anak yang belum memiliki kartu identitas anak.
Kurangnya pengetahuan / informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

keluarga yang aman. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anak korban kekerasan.

. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak

Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

. Belum seluruh kabupaten kota memiliki Data Base tentang anak (anak putus

sekolah, pekerja anak, dll)

Masih kurangnya tindak lanjut dari Komitmen pemerintah daerah, penentu
kebijakan, masyarakat,dunia usaha, perguruan tinggi dalam menuju Kota
Layak Anak.

7. Permasalahan Sistim Infornasi Gender dan Anak.

© 2o 0 T o

Data dan informasi yang ada tidak terpilah dan tidak terbaru

Belum terbangunnya jaringan sistem informasi data gender dan anak

Masih kurangnya partisipasi OPD dalam menyediakan data gender dan anak.
Kurangnya tersedianya kelembagaan sistem informasi gender dan anak
Belum semua wilayah Kalimantan Timur dengan mudah mengakses internet

untuk penggunaan aplikasi Simfoni PPPA.

8. Permasalahan Pengendalian Penduduk dan KB

a.

Banyaknya penduduk yang migrasi ke Provinsi Kalimantan Timur  untuk
meningkatkan taraf hidup terbatas oleh kompetensi rawan menjadi kelompok
marjinal.

Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya Pengembangan
kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya dalam pemenuhan pendidikan
dan kesempatan kerja terutama bagi perempuan.

Kurangnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam
pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), khususnya
pada program kegiatan calon pengantin dalam upaya penyiapan kehidupan

berkeluarga

. Belum optimalnya lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program KB

Tingginya angka perceraian di karenakan pendewasaan usia pernikahan

pertama belum optimal.
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9. Permasalahan terkait Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
a. Kurang optimalnya fungsi organisasi / lembaga penyedia data dalam
penyediaan data terpilah atau data gender.
b. Belum tersedianya jaringan yang memadai untuk menunjang pelayanan
administrasi kependudukan.
c. Kurang optimalnya pemanfaatan database kependudukan/profil

kependudukan oleh stakeholder terkait

lll. 2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023ditujukan untuk
mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke pada lima tahun depan, bahwa
Pemerintah Kalimantan Timur memiliki tekad,komitmen dan keberanian menjalankan
kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya
alam lainnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri,
Berdaya Saing dan Sejahtera. Indeks Kebahagianan masyarakat Kalimantan Timur
tahun 2017 berada pada point 73,57 melampaui indeks kebahagiaan nasional 70,69
berada pada rangking ke4secara nasional. Kondisi awal ini menjadi langkah pertama
untuk melaksanakan capaian visi agar Indeks Kebahagiaan Kalimantan Timur bisa

lebih meningkat.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dan
kesetaran gender ditandai dengan peningkatan peran perempuan dalam politik,
pemerintahan dan berbagai kegiatan masyarakat merupakan salah satu isu strategis
pembangunan yang tertera dalam RPJMD Prov Kalimantan Timur periode 2019-
2013. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai urusan
pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha mencapai
visi tersebut berdasarkan pada tugas fungsi dan kewenangan dengan mengacu pada
misi yang ditentukan yaitu misi ke-2 dan misi ke-5.Capaian Visi Misi Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan faktor
pendukung. Berikut analisa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi

misi, sebagai berikut :
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi, Tujuan dan
Sasaran

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

RPJMD

Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan Berdaya

Misi 1 Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas
Tujuan Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia
1
1. Sasaran ke-4 : Pengarusutamaan Gender OPD belum . Ketersediaan
belum sepenuhnya menuangkan SDM dan Sarana

Meningkatnya
partisipasi aktif
perempuan
dalam
pembangunan

diimplementasikan menjadi
strategi pembangunan
seluruh sektor

Dokumen perencanaan
penganggaran belum
seluruhnya disususn
berdasarkan PPRG

Angka Harapan Hidup
Perempuan relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan
angka harapan hidup laki-
laki, sehingga diperlukan
berbagai alternatif jaminan,
layanan, program dan
kegiatan secara khusu bagi
perempuan lansia.

Indeks Pembangunan
Gender (IPG) meningkat
namun relatif rendah
dibandingkan kondisi ideal
sebesar 100.

Keterlibatan perempuan di
lembaga legislatif relatif
rendah, terlihat dari rasio
Keterwakilan perempuan
dalam parlemen. Hal ini
berdampak pada capaian
IDG Kalimantan Timur yang
berada di tingkat 29 dari 34.
Provinsi.

Kesenjangan pendapatan

PPRG menjadi
dasar dalam
pencapaian
kinerja Program
Kegiatan

Lembaga PUG
DKP3A belum
berperan sesuai
tugas fungsi

Belum
terbentuknya
sistem informasi
data gender dan
anak (data pilah)
nyang aktif

Pelaksanaan
Program
kegiatan
Pendidikan
Politik
perempuan

bersifat temporer.

Tugas
kewenangan
DKP3A dalam
meningkatkan
keberhasilan
program
pendapatan
perempuan tidak
secara langsung,
namun di

prasarana

. Adanya kebijakan

PUGKalimantan
Timur menjadi
pedoman seluruh
penentu kebijkan

. Adanya mitra

kerja dalam
implementasi
PUG (PT, Dunia
Usaha, LM,
Profesi dll)

. Komitmen

Pemerintah
Pusat dan daerah
dalam
mendukung
urusan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak dan
kelompok difabel.

. Adanya regulasi

yg memandatkan
layanan bagi
perlindungan
Perempuan oleh
Negara

. Dukungan

pemeritah pusat
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VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi, Tujuan dan
Sasaran

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Penghambat

Pendorong

RPJMD

10.

11.

12.

antara laki-laki dan
perempuan tergolong tinggi,
terlihat dari pendapatan
yang diperoleh penduduk
laki-laki lebih tinggi dari
pendapatan penduduk
perempuan.

Minimnya pelaku usaha
ekonomi perempuan yang
terdaftar.

Pencabutan kewenangan
P2TP2A dalam
Perlindungan Perempuan
dan anak korban kekerasan
belum di tindaklanjuti
dengan keberadaan UPTD
PPA

Penyediaan data pilah terkait
capaian indikator kinerja
Perangkat Daerah belum
terintegrasi dengan tugas
dan kewenangan bidang
pada lingkup DKP3A.

Jumlah dan kualitas
Lembaga pemerhati
perempuan merupakan
potensi, sehingga perlu
dilakukan peningkatan
partisipasi.

Percepatan layanan system
administrasi kependudukan
memerlukankreatifitas dan
inovasi terutama dalam
dalam mendorong
pemanfaatan data

Bonus Demografi Prov
Kalimantan Timur,
menggambarkan jumlah
penduduk usia produktif
lebih besar dari jumlah
penduduk nonproduktif,
perlu strategi pembangunan
agar peningkatan kulitas
SDM dan pengendalian
penduduk dapat berjalan

10.

tentukan oleh
komitmen lintas
sektor lainnya
(Dinas tenaga
kerja,
disperidakop,
Perbankan, DIl).

Perhitungan Data
Korban
Kekerasan
melalui online
(SIMFONI PPA)
belum sesuai
dengan fakta
lapangan

Belum
optimalnya fungsi
koordinasi
Forkomda.
PATBM, PUSPA
bagi
perlindungan
perempuan dan
anak.

Aplikasi data
SIMFONI belum
bisa
didayagunakan
sebagai dasar
melagksanakan
kegiatan PPPA

Peran Fungsi
dan kewenangan
unit pelayanan
terpaduDaerah
bidang PPPA
lainnya belum
optimal

Terbatasnya
personil petugas
teknis yg
bersertifikat
dalam
penanggulangan
kekerasan

dan daerah
dalam penataan
administrasi
kependudukan
dan catatan sipil

. Adanya Apresiasi

Pemerintah
dalam
penganugerahan
pembangunan
pemberdayan
peremupan dan
perlindungan
anak dan
kelompok
disabilitas.

. Komitmen

Pemerintah Prov
Kalimantan Timur
terhadap
perlindungan
anak tertuang
dalam Misi lima

. Kewenangan

DKP3A untuk
mendorong
percepatan
pelayanan publik
bidang
administrasi
kependudukan.
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VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi, Tujuan dan

Permasalahan Pelayanan

Sasaran p kat D h
RPJMD erangkat Daera Penghambat Pendorong
selaras. 11. Terbatasnya
jumlah ADB
(administrator
data Base)

12. Kualitas jaringan
internet tidak
stabil,
berpengaruh
pada ketepatan
waktu pelayanan
administrasi
kependudukan

13. Kurang
optimalnya
pemanfaatan
database
kependudukan/pr
ofil
kependudukan
oleh stakeholder
terkait

14. Kurang
optimalnya
koordinasi
dengan institusi
Program KB

15. Belum
tersedianya
transfer
dataantara
BKKBN dengan
DKp3A sehingga
pengelolaan data
menjadi
terhambat

16. Perlu dilakukan
penguatan
komitmen pada
pelaksanaan
program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja (KRR),
khususnya pada
program kegiatan
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VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi, Tujuan dan
Sasaran
RPJMD

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah Penghambat Pendorong

calon pengantin

17. Belum optimalnya
lembaga
masyarakat dalam
pelaksanaan
program KB

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menggambarkan relevansinya dalam
upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah
daerah dengan dasar kedaulatan. Visi pembangunan menjadi penting  untuk
menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian
pembangunan daerah sesuai dengan permasaalhan pembangunan dan isu strategis
yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur. Visi juga dibangun sebagai usaha
bersama seluruh pemmangku kepentingan untuk menydaa tentang apa yang ingin
dicapai dalam satu periode pembangunan.

Tugas dan Kewenangan DKP3A Prov Kalimantan Timur dalam mencapai Visi,
bertumpu pada Misi 1 dan Misi 5. Misi 1 yaitu “Berdaulat dalam pembangunan
Sumber daya manusia yang berahlak Mulia dan Berdaya saing terutama

perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas”’dengan mengacu pada :

1.  Meningkatnya PUG melalui indikator Capaian IndeksPemberdayaan
Gender (IDG)

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan,
khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak
upaya vyang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup
perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan PUG, namun data
menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam
hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber
daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan
bidang strategis lainnya.

Jurang Kesenjangan prmbangunan di Kalimantan Timur nampak dengan
membandingkan capaian IPM dan IPG serta IDG. Indeks pembangunan
Manusia Prov Kalimantan Timur berada pada peringkat 4 dari 34 Provinsi di

Indonesia, hal tersebut tidak diiringi dengan capaian Indeks Pembangunan dan
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Pemberdayaan Gender, yaitu menempati rangking ke 29 dari 34 seluruh
Provinsi Di Kalimantan Timur.

Salah satu komposit indikator yang berkaitan terhadap kesenjangan
Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Timur adalah Adanya
ketertinggalan dalam aspek ekonomi, pada tabel 13 dua tahun terakhir capaian
Pengeluaran perkapita laki laki Prov Kalimantan Timur menempati point 17
sementara pendapatan perkapita perempuan Kalimantan Timurada point 6.

Kesenjangan ini menggambarkan proses pembangunan di bidang
ekonomi belum mengakomodir karakteristik perempuan i dalam mendapatkan
akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, PUG
diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang
dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik
perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas
SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan
keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki
dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan
rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya
PUG secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan
Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan,
peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, perlu melakukan strategi PUG ke dalam seluruh proses
pembangunan nasional. PUG ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat
pusat dan daerah.

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat,
baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, dan yang
kebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga
diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua; dan
semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan.
Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan

dalam pembangunan.
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Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan strategi
Pembangunan berbasis PUG adalah dengan adanya Peraturan Daerah Prov
Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembangunan Gender dalam
Pembangunan Daerah. Dikuatkan dengan adanya Kelompok Kerja PUG Prov
Kalimantan Timur yang bertugas untuk mendorong pelaksanaan Perencanan
Penganggaran Responsife Gender agar pembangunan lebih terarah kepada

kesetaraan Gender.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu
pemenuhan dari semua itu harus optimal agar anak mendapatkan hak-hak yang
memang dibutuhkan.

Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup/perilaku orang-orang
dewasa, menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak
ramah anak. Padahal kerentanan pada anak dapat mengakibatkan anak menjadi
korban kekerasan dan eksploitasi. Hal tersebut menjadi masalah yang terjadi
hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Data Simfoni PPA( Sistin Informasi Online Perlindungan Perempuan
dan Anak) pada tiga tahun terakhir sampai bulan November 2018 tindak
kekerasan pada anak mengalami penurunan (tabel 11), Komitmen Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur untuk merespon perlindungan anak , terutama pada
isu akses keadilan dan HAM bagi korban kekerasan diwujudkan melalui
program Prioritas yaitu Program Penurunan Perkawina Usia Anak

Menurut data DKP3A tahun Perkawinan Usia anak di Kalimantan Timur
cukup tinggi, tertera dalam tabel sebagai berikut :

Perkawinan anak, selain mengancam kegagalan Sustainable Development
Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memengaruhi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga memiliki korelasi yang postif dengan
Indeks Kedalaman Kemiskinan. Anak yang memasuki perkawinan pasti
mengalami putus sekolah karena syarat untuk bersekolah usia 18 tahun tidak
menikah. . Perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan ibu dan anak.
Kehamilan pada usia anak mempunyai resiko kesehatan yang lebih besar

terhadap angka kematian ibu dan anak dibandingkan orang dewasa karena
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kondisi rahimnya rentan. Sementara, dampak ekonominya adalah munculnya
pekerja anak. Anakharus bekerja untuk menafkahi keluarga, karena bekerja

dengan ijazah, keterampilan, dan kemampuan yang rendah, sehingga
berdampak pada pendapatan upah yang rendah. Kondisi inin dapat memicu
terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur menuangkan kepedulian terhadap
Perlindungaan Anak dengan mengacu pada Pengarusutamaan Hak Anak
(PUHA)

Pengasuhan Alternatif, 3)

meliputi 1) Hak sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan keluarga dan
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4) Pendidikan
Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegitan Seni Budaya, dan 5) Perlindungan

Khusus. Penyelenggaraan kebijakan-kebijakan dan  program-program

pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh diletakkan di atas empat prinsip
dengan yaitu a) non-diskriminasi; b) kepentingan terbaik bagi anak; c) hak untuk
hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan d) penghargaan

terhadap pandangan anak.

lll. 3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN RENSTRA

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

Sasaran Jangka Sebagai Faktor
Menengah

Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah

Penghambat

Pendorong

Meningkatkan 1. Dokumen perencanaan program . Dokumen 1. Ketersediaan
kesetaraan belum seluruhnya disususn perencanaan SDM dan
gender dalam berdasarkan PPRG program belum Sarana
pembangunan 2. Pengarusutamaan Gender belum Zg:;ﬁgﬂya prasarana
sepenuhnya diimplementasikan berdasarkan 2. Adanya
menjadi strategi pembangunan PPRG kebijakan PUG
seluruh sektor. yang
3. Indeks Pemberdayaan Gender ‘ aPre]:rég:r:lésel:tama mendukung
(IDG) r.ellatif rendah dibandi.ngkan belum 3. Adanya mitra
kondisi ideal dan daerah lain sepenuhnya kerja dalam
4. Indeks Pembangunan Gender diimplementasik implementasi
(IPG) meningkat namun relatif an menjadi PUG
rendah dibandingkan kondisi ideal strategi (Universitas,
sebesar 100 pembangunan Bur;la p(jsI?)ha,
rofesi
5. Keterlibatan perempuan di lembaga | S€lUrun sektor.
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Sasaran Jangka Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan Perangkat

[\[o}

Menengah
Renstra K/L

Daerah

dan penduduk perempuan.

. Pelaku usaha ekonomi perempuan

kurang memiliki daya saing dalam
menduduki kepemilikan usaha,

Penghambat

. Keterlibatan

perempuan di
lembaga
legislatif relatif
rendah, terlihat

Pendorong

legislatif relatif rendah, terlihat dari . Indeks 4. Beberapa
rasio Keterwakilan perempuan Pemberdayaan urusan dim
dalam parlemen. Gender (IDG) dinas DKP3A
. Pelaku usaha ekonomi perempuan re_Iatlf r_endah PROVINSI
kurang memiliki daya saing dalam dlban.dllr.\gkan KALIMANTAN
kepemilikan usaha, Kepemilikan kondisi ideal . TIMUR
°P » Pepel dan daerah lain memudahkan
diserahkan kepada suaminya atau koordinasi
anak laki-laki. Indeks
. . Pembangunan . Komitmen
. Kurangnya minat dan kompetensi Gender (IPG) Pemerintah
serta peluangperempuan untuk .
menempati jabatan yang lebih meningkat . Pusat dan
tinggi namun relatif daerah dalam
rendah mendukung
. Kesenjangan pendapatan antara dibandingkan urusan
laki-laki dan perempuan tergolong kondisi ideal pemberdayaan
tinggi, terlihat dari pendapatan sebesar 100 perempuan
yang diperoleh penduduk laki-laki dan

perlindungan
anak

. Tersedianya

Pusat layanan

sehingga untuk kepemilikannya dari rasio terpadu bagi
diserahkan kepada suaminya. Keterwakilan pemberdayaan
perempuan perempuan
dalam parlemen. dan
. koordinasi antar perllndyngan
OPD anak di
Provinsi dan
Kab Kota
Meningkatkan . Belum optimalnya kualitas Data Korban Komitmen
kualitas pelayanan informasi publik Kekerasan Pemerintah
perlindungan pemberdayaan perempuan dan melalui online Pusat dan
hak perlindungan anak. (SIMFONI daerah dalam
o PPA) belum mendukung
perempuan. . Tingginya kasus kekerassf\n . sesuai dengan urusan
terhadap perempuan, terlihat dari fakta lapangan pemberdayaa

rasio kekerasan Kalimantan Tmur

. Aplikasi SIMFONI PPPA belum

. Fungsi dan peran gugus tugas

TPPO belum optimal

. Tidak semua

korban tidak

tersedianya
data tenaga

n perempuan
dan

optimal digunakan sehingga data memahami perlindungan
Kekerasan tidak sesuai fakta adanya anak
lapangan, menyulitkan dalam layanan Tersedi
pengambilan kebijakan dan R‘/JlJUkan ' Ia?/rasr(]aarllanya
i . Minmnya .
program kegiatan keterampilan terpadu bagi
. Perempuan banyak menjadi obyek teknis SDM pemberdayaa
pornografi, menjadikan perempuan pengelola n perempuan
sangat rentan terhadap kekerasan. Symfoni dan
_ Belum perlindungan

anak di
Provinsi dan
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Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

6. Munculnya berbagai tindak

kerja prmpuan Kab Kota

kekerasan di media online seperti korban
pornografi, pelecehan seksual, kekerasan
dan penipuan, terlihat dari kasus
pornografi dan cyber crime.
Meningkatkan | 1. Terjadinya berbagai praktik buruk Komitmen
perlindungan yang mengancam hak-hak anak, pemangku
terhadap seperti perkawinan anak, anak kepentingan
Anak dan jalanan dan anak berhadapan dalam
pemenuhan dengan hukum (ABH) pengembangan
hak anak bagi 2. Belum optimalnya fungsi lembaga Forum Ar\ak
semua anak, : dan masih
layanan bagi perempuan
termasuk T perlu
penyandang disabilitas
anak penguatan.
berkebutuhan | 3. Kurangnya lembaga/organisasi Belum
khusus yang mendukung aktualisasi dan ’ tmaln
pemenuhan Hak Anak. optimainya
fungsi
4. Belum seluruh kabupaten kota koordinasi antar
memiliki Data Base tentang anak OPD yang
(anak putuss sekolah, pekerja berperan

anak, dll)

5. Belum semua anak akses akte
kelahiran.

6. Masih tingginya anak yang belum
memiliki kartu identitas anak .

7. Aksesibilitas anak yang mengikuti
PAUD masih terbatas.

8. Masih adanya balita kurang gizi

9. Kurangnya engetahuan / informasi
tentang pengasuhan dan
pembinaan keluarga yang aman.
Hal ini dapat terlihat dari jumlah
anak korban kekerasan.

10. Masih ditemukannya perkawinan
pada usia anak.

11. Belum optimalnya fungsi lembaga
pemerhati anak khusunya pada

penurunan angka usia perkawinan

anak.

12. Belum semua Puskesmas
termasuk kategori Puskesmas
ramah anak

13. Belum semua sekolah termasuk
kategori sekolah ramah anak.

14. Belum seluruh kabupaten kota

. Belum adanya

regulasi daerah
tentang
penurunan
angka
Perkawinan
Usia Anak
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Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

memiliki Data Base tentang anak
(anak putuss sekolah, pekerja
anak, dll)

15. Masih kurangnya tindak lanjut

dari Komitmen pemerintah

daerah, penentu kebijakan,

masyarakat,dunia usaha,

perguruan tinggi dalam menuju

Kota Layak Anak.
Meningkatkan 1. Kurangnya lembaga/organisasi 1. Organisasi
partisipasi yang mendukung aktualisasi dan Pemerhati
masyarakat pemenuhan Hak Anak. Perlindungan
dan sinergitas | 2. Pendatan dan pemetaan peran An;url:] blelcllml] o
antar lembaga organisasi pemerhati perempuan ronpen Earai:n
masyarakat dan anak belum dilaksanakan. PUH),IA
g::fi:‘gkatan 3. Diperlukan peningiatan kualitas
pemberdayaan kelembag_aan pada organisasi
perempuan pemerhati perempuan dan anak
dan sehingga lebih berdaya guna bagi

perlindungan
anak

perlindungan perempuan dan
anak.
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.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada:
Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

berdasarkan Sasaran Renstra DKP3A Provinsi beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka

Menengah Permasalahan Pelayanan SRR
Renstra
Perangkat Daerah
Perangkat Penghambat Pendorong

Daerah Provinsi

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender OPD belum 1. Ketersediaan SDM

Pengarusutaman belum sepenuhnya menuangkan PPRG dan Sarana prasarana

Gender diimplementasikan menjadi dasar 2. Adanya kebijakan PUG
menjadi strategi dalam pencapaian Kalimantan Timur
pembangunan seluruh kinerja Program menjadi pedoman
sektor. Kegiatan seluruh penentu
Dokumen perencanaan Lembaga PUG kebijkan.
penganggaran belum DKP3A belum 3. Adanya mitra kerja
seluruhnya disususn berperan sesuai dalam implementasi
berdasarkan PPRG tugas fungsi. PUG (PT, Dunia
Angka Harapan Hidup Belum terbentuknya Usaha, LM, Profesi dll)
Perempuan relatif lebih sistem informasi 4. Komitmen Pemerintah
tinggi dibandingkan data gender dan Pusat dan daerah
dengan angka harapan anak (data pilah) dalam mendukung
hidup laki-laki, sehingga nyang aktif. urusan pemberdayaan
diperlukan berbagai Pelaksanaan perempuan dan
alternatif jaminan, Program kegiatan perlindungan anak dan
layanan, program dan Pendidikan Politik kelompok difabel.
kegiatan secara khusu perempuan bersifat | 5. Dukungan pemeritah
bagi perempuan lansia. temporer. pusat dan daerah
Indeks Pembangunan Tugas kewenangan dalam penataan
Gender (IPG) meningkat DKP3A dalam administrasi
namun relatif rendah meningkatkan kependudukan dan
dibandingkan kondisi ideal keberhasilan catatan sipil
sebesar 100. program 6. Adanya regulasi yg
Keterlibatan perempuan di pendapatan memandatkan layanan
lembaga legislatif relatif perempuan tidak bagi perlindungan
rendah, terlihat dari rasio secara langsung, Perempuan oleh
Keterwakilan perempuan namun di tentukan Negara
dalam parlemen. Hal ini oleh komitmen lintas | 7. Adanya Apresiasi
berdampak pada capaian sektor lainnya Pemerintah dalam
IDG Kalimantan Timur (Dinas tenaga kerja, penganugerahan
yangberada di tingkat 29 disperidakop, pembangunan
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Sasaran Jangka
Menengah
Renstra
Perangkat
Daerah Provinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

dari 34. Provinsi. Perbankan, DlII), pemberdayan

6. Kesenjangan pendapatan | 6. Perhitungan Data peremupan dan
antara laki-laki dan Korban Kekerasan perlindungan anak dan
perempuan tergolong melalui online kelompok disabilitas.
tingqi, terlihat dari (SIMFONI PPA) 8. Komitmen Pemerintah
pendapatan yang belum sesuai Prov Kalimantan Timur
diperoleh penduduk laki- dengan fakta terhadap perlindungan
laki lebih tinggi dari lapangan anak tertuang dalam
pendapatan penduduk 7. Belum optimalnya Misi lima.
perempuan. fungsi koordinasi 9. Kewenangan DKP3A

7. Minimnya pelaku usaha Forkomda. PATBM, untuk mendorong
ekonomi perempuan yang PUSPA bagi percepatan pelayanan
terdaftar. perlindungan publik bidang

8. Pencabutan kewenangan perempuan & anak. administrasi
P2TP2A dalam 8. Aplikasi data kependudukan.
Perlindungan Perempuan SIMFONI belum 10. Ketersediaan SDM dan
dan anak korban bisa didayagunakan Sarana prasarana
kekerasan akan di sebagai dasar 11. Adanya kebijakan PUG
tindaklanjuti dengan melagksanakan yang mendukung
pembentukan UPTD kegiatan PPPA 12. Adanya mitra kerja
PPA(dalam proses) 9. Peran Fungsi dan dalam pelaksanaan

9. Penyediaan data pilah kewenangan unit PUG (Universitas,
terkait capaian indikator pelayanan Dunia Usaha, Profesi
kinerja Perangkat Daerah terpaduDaerah dll)
belum terintegrasi dengan bidang PPPA 13. Beberapa urusan dim
tugas dan kewenangan lainnya belum dinas DKP3A
bidang pada lingkup optimal . PROVINSI
DKP3A. 10. Terbatasnya KALIMANTAN TIMUR

10. Jumlah dan kualitas personil petugas memudahkan
Lembaga pemerhati teknis yg koordinasi
perempuan merupakan bersertifikat dalam 14. Komitmen Pemerintah
potensi, sehingga perlu penanggulangan Pusat dan daerah
dilakukan peningkatan kekerasan. dalam mendukung
partisipasi. 11. Terbatasnya jumlah urusan pemberdayaan

11. Percepatan layanan ADB (administrator perempuan dan
system administrasi data Base) perlindungan anak
kependudukan 12. Kualitas jaringan 15. Tersedianya Pusat
memerlukan kreatifitas internet tidak stabil, layanan terpadu bagi
daninovasi terutama berpengaruh pada pemberdayaan
dalam dalam mendorong ketepatan waktu perempuan dan
pemanfaatan data pelayanan perlindungan anak di

12. Bonus Demografi administrasi Provinsi dan Kab Kota
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Provinsi Yalimantan Timur
Sasaran Jangka
Menengah
Renstra

Sebagai Faktor

Permasalahan Pelayanan

Perangkat
Daerah Provinsi

Perangkat Daerah

Penghambat

Pendorong

ProvKalimantan Timur, kependudukan.
menggambarkan jumlah 13. Kurang optimalnya
penduduk usia produktif pemanfaatan

lebih besar dari jumlah database

penduduk nonproduktif, kependudukan/profil

perlu strategi
pembangunan agar
peningkatan kulitas SDM
dan pengendalian
penduduk dapat berjalan
selaras.

14.

15.

16.

17.

kependudukan oleh
stakeholder terkait.
Kurang optimalnya
koordinasi dengan
institusi Program
KB.

Belum tersedianya
transfer data antara
BKKBN dengan
DKp3A sehingga
pengelolaan data
menjadi terhambat.
Perlu dilakukan
penguatan
komitmen pada
pelaksanaan
program Kesehatan
Reproduksi Remaja
(KRR), khususnya
pada program
kegiatan calon
pengantin.

Belum optimalnya
lembaga
masyarakat dalam
pelaksanaan
program KB

Meningkatya . Terjadinya berbagai 1. Belum adanya . Adanya apresiasi
perlindungan praktik buruk yang regulasi daerah baik Pemerintah atau
anak mengancam hak-hak tentang penurunan bagi dalam
anak, seper_tl perkawinan angka Perkawinan penyelenggaraan
anak, anak jalanan dan X .
anak berhadapan dengan US|a_ Anak. PUHA Terball.<. N
hukum (ABH), anak 2. komitmenpara Isu anak menjadi isu
korban pornografi, anak pemangku strategis oleh
korban trafficking , anak kepentingan dalam seluruhsektor.
korban kekerasan dll pengembangan Kemitraan dengan

Pudarnya fungsi keluarga
dan lingkungan sekitar

Forum Anak perlu

lembaga pemerhati
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Daerah Provinsi
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Perangkat Daerah

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

dalam penanaman nilai
nilai luhur untuk
menunjang tumbuh
kembang anak
Kepemilikan Akte
kelahiran dan kartu
identitas sebagai
pemenuhan hak sipil anak
perlu segera dipenuhi .
Kesenjangan fasilitas
publik dengan fasilitas
ramah anak masih cukup
tinggi (sekolah,
puskesmas dll)
Pemenuhan hak
partisipasi anak dalam
perencanaan
pembangunan
memerlukan wadah dan
dukungan semua pihak.
Untuk ketepatan sasaran
dalam pelaksanaan
perlindungan perempuan
dan anak memerlukan
ketepatan data.
Keterlibatan mitra kerja ,
PT, Dunia Usaha, Org
Masyarakat, Toga, Toma
dalam pemenuhan dan
perlindungan anak.
Komitmen OPD/
Masmedia instansi vertikal
belum semuanya
melaksanakan mandat
PUHA

dikuatkan

Belum adanya
Komitmen OPD
untuk pelaksanaan
Pengarusutamaan
hak Anak (PUHA)
Organisasi
Pemerhati
Perlindungan Anak
dan OPD belum
optimal dalam
menyuarakan
PUHA.

. Adanya mutasi

pegawai pada
bidang teknis
perlindungan anak
sehingga layanan
perlindungan anak
mengalami
hambatan untuk
penyesuian.

Tidak semua korban
memahami adanya
layanan rujukan
korban kekerasan

anak (PATBM,
PUSPAGA,
PUSPA,APSAI, SPA
Kampung KB)
Tersedianya
mekanisme
pendataan anak
korban kekerasan
melalui Simfoni, Indeks
Komposit
Kesejahteraan
Anak(IKKA).

1. Berdaulat
dalam
mewujudkan
birokrasi
Pemerintah
yang bersih
profesional
dan
berorientasi
pelayanan
publik

2. Peningkatan

Belum optimalnya kualitas
pelayanan informasi publik
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.

Hasil Evaluasi kinerja
belum dijadikan sebagai
pedoman perbaikan
kinerja yang akan datang.
Kurang memadainya
sarana dan prasarana
untuk menunjang
pelayanan perangkat
daerah.

Belum konsistenya
penempatan jabatan
aparatur dengan
keilmuan atau peta
jabatan.

Perlu peningkatan
kualitas /
keterampilan ASN
terutama dalam
penguasaan IT
untuk menunjang
pekerjaan.

Regulasi yang
memberikn mandat
Beberapa urusan dim
tugas fungsi DKP3A
TIMUR memudahkan
koordinasi

Beberapa aplikasi
perencanaan dan
pengaggaran telah
terkoneksi
memudahkan untuk
melakukan
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Sasaran Jangka
Menengah
Renstra
Perangkat
Daerah Provinsi

Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

kinerja 4. Adanya Mutasi Pegawai . ASN belum pemantauan capaian

Aparatur Sipil pada bidang teknis berkomitmen kinerja.

Negara menghambat proses terhadap Dokumen | 3. Adanya sistem

(ASN) 5 Ezlliﬁr:)ar)rt]i.malnya perencanaan . kepeggwaian yang
penggunaan SOP dalam program sebagai menunjang
pelayanan internal pedoman capaiankinerja ASN

sehingga berpengaruh
terhadap layanan publik.
Capaian kinerja belum
sepenuhnya optimal,
karena capaian bersifat
lintas sektor.

(SAO, SKP, ANJAB dll)

. Adanya kesempatan

bagi ASN untuk
mengikuti Bimtek guna
peningkatan Kualitas

SDM.

lll.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
A. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP3AProvinsi Kalimantan
Timur adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
bagi DKP3AProvinsi

Kalimantan Timur dimasa datang. Suatu permasalahan yang menjadi isu trategis

perencanaan karena dampaknya vyang signifikan
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam
jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah antara lain dapat

dilakukan dengan metode/cara :

1. Melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan
para kepala bidang, kasub/kasie dan stafyang memiliki pengalaman
merumuskan isu-isu strategis.

2. Menggunakan metode skoring dengan pembobotan:

a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah

ditetapkan
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Provinsi Yalimantan Timur

Tabel 3.4
Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria*) Bobot**)
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
1 . e 20
pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi
2 | Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
3 | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 15
4 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
5 | Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 30
Total 100
b. Melakukan penilaian (skoring) terhadap seluruh permasalahan.

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan

perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1.
2.

Data yang tersedia kurang update dan tidak komprehensif
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen
masih rendah

Adanya dampak Demografi penduduk berupa terbatasnya
Pengembangan kapasitas sumberdaya penduduk, misalnya
dalam pemenuhan pendidikan dan kesempatan kerja
terutama bagi perempuan tidak semua penegak hukum
berkomitmen pada PUG dan PUHA

Tidak maksimalnya fungsi dan peran lembaga perlindungan

permpuan dan anak serta TPPO

Belum optimalnya Capaian kinerja  Perangkat Daerah
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Tabel 3.5
Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 K”f”a Kriteria 5 Total
FSEEE Skor bo)l()ot Skor bo)éot Skor bo)t()ot Skor xbobot  Skor bo)l()ot Skor x Rangking
(1-5) 20 (1-5) 20 (1-5) 15 (1-5) 15 (1-5) 30 Bobot

Data gender dan anak yang

1 tersedia kurang update dan 5 100 5 100 5 75 5 75 4 120 470
tidak komprehensif
Kesadaran masyarakat akan

o | Pentingnya kepemilikan 5 | 100 | 5 | 100 | 5 75 4 60 4 | 120 | 455
dokumen kependudukan
masih rendah
Belum optimalnya lembaga

3 masyarakat dalamprogram 5 100 5 100 4 60 4 60 3 90 410
KB
Tidak semua penegak

5 hukum berkomitmen pada 5 100 5 100 5 75 4 60 5 150 485
PUG dan PUHA
Tidak maksimalnya fungsi

4 | dan peran lembaga 5 | 100 | 4 80 3 45 3 45 2 60 | 330
perlindungan permpuan dan
anak serta TPPO

g | Belum optimalnya Capaian 3 60 2 40 2 30 4 60 1 30 | 220
kinerja Perangkat Daerah
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahun 2019-2023. Tujuan disesuaikan dengan enam

urusan yang diampu melalui DKP3A Prov Kaltim, meliputi :

a.

Meningkatkan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan
Anak

Meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan di
Kalimantan Timur

Meningkatkan Pelayanan administrasi kependudukan yang lebih uptdate
dan komprehensif

Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan Keluarga
Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak yang berkualitas
Meningkatkan layanan publik bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh

dari pencapaian hasil(outcome)program Perangkat Daerah.Adapun Sasaran

yang ditetapkan meliputi :

a.

b.

o o o

-

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus KDRT
Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam
pembangunan (PPRG)

Meningkatnya layanan administrasi kependudukan

terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak

Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur sipil negara serta sarana

prasarana

64




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
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IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan
2019 2020 2021 2022 2023

Meningkatkan upaya
1 | Perlindungan dan Pemenuhan Rasio KDRT % 18.16 27.2 0.048 | 0.042 | 0.038
Hak Perempuan dan Anak
. . Persentase kasus korban
Meningkatnya periindungan kekerasan perempuan dan anak
perempuan dan anak Provinsi Kaltim van % 7200 | 7400 | 78.00 | 89.00 | 90.00
terhadap kasus KDRT i rovinsi atim yang
erselesaikan
Meningkatkan kesetaraan
2 gender dalam berbagai bidang Persentase pelaku ekonomi UMKM 37 62 50 60 70
pembangunan di Kalimantan perempuan Kaltim Perempuan
Timur
Meningkatnya implementasi | Persentase Perangkat daerah
kebijakan yang menyusunan anggaran 0
pengarusutamaan gender | dan perencanaan yang o 5 60 65 8 100
dalam pembangunan responsif gender
Meningkatkan Pelayanan Peningkatan dokumen
administrasi kependudukan administrasi kependudukan dan 0
3 yang lebih uptdate dan pemanfaatan data /° 7 % 9 100 100
komprehensif kependudukan
Presentase penduduk yang
Meningkatnya layanan mendapatkan layanan 0
administrasi kependudukan | administrasi kependudukan dan /° 7 % 9 100 100
catatan sipil
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Sasaran

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Preovinsi Yalimantan Timur

Indikator Tujuan/Sasaran

Meningkatnya jumlah kampung

Satuan

2019

2020

2021

2022

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

2023

Kemandirian dan Ketahanan KB Kampung KB| 160 175 299 315 330
Keluarga

Terkendalinya laju Laju pertumbuhan penduduk % 366 | 367 | 254 | 252 | 250

pertumbuhan penduduk ' ' ' ' '
Meningkatkan ketersediaan Peningkatan pemanfaatan data
data gender dan anak yang 9 P % 30 35 40 45 50
berkualitas gender dananak

Z/Ietnlngkztny: pemankfaatan PersentasePerangkat Daerah

ala gender dan ana yang memanfaatkan data % 30 35 40 45 50
gender

Meningkatkan layanan publik
bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan
sipil, bidang pemberdayaan Persentase pencapaian kinerja 0
perempuan dan perlindungan DKP3A t 100 100 100 100 100
anak dan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas aparatur sipil persentase capaian kinerja % 100 100 100 100 100

negara serta sarana
prasarana

aparatur sipil negara DKP3A
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IV. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Persentase kasus

Satuan

Tabel 4.2
Indokator Kinerja Utama (IKU)

DKP3A Provinsi Kalimantan TimurTahun 2019-2023

Alasan

Kekerasan perempuan dan anak Kaltim Cenderung meningkat,
maka diperlukan strategi dalam pencegahan pelayanan agar
angka kekerasan dapat berkurang. Berdasarkam Sistem Informasi

Sumber Data

Formulasi Perhitungan

Meningkatnya _ _ _ _ Simfoni PPPA,
perlindungan korban kekerasan On Line perlindungan perempuan dan anak se Kaltim, pada tiga Administrasi
perempuan dan 0 ; - ; : Jumlah KDRT/
1| perempuan dan - % tahun terakhir mengalami turun naik dari 406, 722 dan 287. Kependudukan x 100
anak Provinsi . ; Jumlah Rumah Tangga
anak terhadap | yang Walaupun di tahun 2018 menggambarkan adanya penurunan (DKP3A Kaltim),
kasus KDRT |\ < lesaikan kasus, namun hal tersebut masih menggambarkan adanya BPS Kaltim
pelanggaran hak atas perempuan dan anak, dan perlu
mendapatkan layanan terpadu bagi korban kekerasan
Pengarusutaman Gender (PUG) diharapkan akan mendorong
peningkatan kualitas kesetaraan dan keadilan gender, yang diukur
melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Meningkatnya Pemberdayaan Gend.er (IDC.5) .Kallnlwantan Tlmur. Pencapalan
i - Persentase pembangunan manusia Provinsi Kalimatan Timur yang diukur
implementasi P kat daerah
kebijakan erangkat daera melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mencapai Jumlah Perangkat Daerah
9 pengarusutama gigg;?::)éﬁun % indeks yang cukup tinggi ditingkat Nasional. Sejak tahun 2010 DKP3A berbasis ARG %100
an gender perencanaan hingga 2019, IPM Provinsi Kalimantan Timur berada diatas angka Jumlah Perangkat Daerah
dalart? yang responsif nasional dengan menduduki rangking ke-3 besar, namun unutuk Kaltim
?sgngr)]gunan gender pencapaian pembangunan manusia berbasis pemberdaaan dan

pembangunan gender belum sebaik capaian IPM, menurut data
KPPA 2018 rangking IPG Kalimantan Timur di tingkat nasional
pada tahun 2018 berada diperingkat ke-31 dari 34 Provinsi
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Alasan

Sumber Data

Formulasi Perhitungan

Persentase Data base kependudukan menggambarkan layanan administrasi Administrasi
. penduduk yang kepgndgdukan yang telah dilaksanakan untuk masyarakat Kependudukan
Meningkatnya mendapatkan meliputi kepemilikan Kartu Keluarga , akte, E-KTP, Kartu Kabupaten Penduduk yang mendapatkan
3 layanan layanan % Identitas Anak, dIl. Ketersediaan administrasi kependudukan Kota, Direktorat layanan %100
administrasi administrasi sangat diperlukan oleh masyarakat guna mendapatkan Jendral umiah penduduk
kependudukan ependudukan kemudahan berbagai layanan dasar seperti kesehatan, Kependudukan Jumiah penaudu
dan catatan sipil pendidikan, dil yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat & Catatan Sipil
kesejahteraan keluarga Kemendagri
Pt= Po + (B - D) + (Mi -Mo)
Adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara jumlah desa di _
Terkendalinya . Kaltim dengan jumlah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga II::);JJuunr:TahhieenndduudduukkFl;aaddaaT;J‘ahhuunnlgaatsar
4 | laju pertumbuha Laju pertumbuhan % Berencana) yang mem|_l|k| wawasan/pgmahaman tentang o BKKBN. DKP3A S . '
npenduduk penduduk keluarga secara kholistik dan Responsif gender yang tersedia di ’ B (birth) = Jumlah Kelahiran Selama Periode 0-1
Kab/Kota sebagai ujung tombak pengendalian penduduk di D (death) = Jumlah Kematian Selama Periode 0-t
daerah Mo = Jumlah Migrasi Keluar Selama Periode 0-t
Mi = Jumlah Migrasi Masuk Selama Periode 0-t
Data gender atau data pilah merupakan informasi utama dan
pertama yang diperlukan untuk mempertimbangkan waktu, objek,
, sasaran secara tepat, sehingga program dan kegiatan dapat . .
gneen::r?fzzttxa EzgintkaasteDaerah dicapai optimal. Dengan data gender Hasil, Partisipasi,Manfaat, kg‘dgr‘]'gfj[ﬁn Jumlah perangkat daerah yang
|G |y | | Ml pemanr St o | Ot | _etstendoersr 1
dan anak E,";?ggmffa" Penggunaan data gender dalam pembangunan merupakan BEg;(:IgT Jumlah perangkat daerah

mandat RPJMNAS, RPJMD yang harus dipedomani dalam
pelaksanaan program kegiatan DKP3A dan seluruh Perangkat
Daerah.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan pembangunan jangka menengah DKP3A Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023 adalah:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan DKP3A Provinsi Kalimantan TimurTahun 2019-2023

VISl Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya manusia yang berahlak mulia dan
Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas

MISI

Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan upaya Meningkatnya Meningkatkan pemahaman Peningkatan
Perlindungan dan perlindungan Pemerintah, aparat, penegak | pencegahan terjadinya
Pemenuhan Hak perempuan dan anak hukum, masyarakat dan kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak terhadap kasus dunia usaha tentang perempuan termaksud
KDRT pencegahan dan tindak pidana
penanganan tindak perdagangan orang

kekerasan terhadap
perempuan termaksud TPPO

Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan Implementasi Pembentukan focal point
kesetaraan gender implementasi PUG melalui Pembentukan yang di fokuskan pada
dalam berbagai bidang | kebijakan Focal Point dan Penguatan | OPD yang belum _
pembangunan di pengarusutamaan P_OKJA P_UG, Pembentukan | memiliki FP (Focal Point)
. . Tim Teknis

Kalimantan Timur gender dalam

pembangunan
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan kualitas teknis Pembinaan teknis
Pelayanan administrasi | layanan administrasi | ADB SIAK, Peningkatan Administrator Database
kependudukan yang kependudukan kualitas akses jaringan SIAK
lebih uptdate dan server.
komprehensif
Meningkatkan Terkendalinya laju Meningkatkan kualitas Pembinaan teknis calon
Kesejahteraan, pertumbuhan penduduk dalam ketahanan pengantin dalam
Kemandirian dan penduduk keluarga kesejahteraan dan

Ketahanan Keluarga ketahanan keluarga

Meningkatkan Meningkatnya Memperkuat sistem Peningkatan penyusunan

ketersediaan data pemanfaatan data penyediaan, pemutakhiran, data gender dan anak

gender dan anak yang gender dan anak dan pemanfaatan data pilah menggunakan SIGA
gender

berkualitas
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BAB VI
‘III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan, maka disusun
langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu
lima tahun (2019-2023) meliputi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan
kegiatan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi

tanggungjawab untuk diwujudkan oleh DKP3A tahun 2019- 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah dalam rangka kerja
sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang
diarahkan untuk memenubhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu
yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu
program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Agar tujuan dan sasaran
dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka berdasarkan
kebijakan, ditetapkan program kegiatan. Program dan kegiatan didukung oleh
pendanaan/pagu yang bersifar indikatif. Rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif DKP3A.

Rencana program DKP3A Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun
kedepan dibuat secara bertahap. Program kegiatan sampai dengan tahun 2023
adalah 22 program dan 52 kegiatan.Program kegiatan tersebut diharapkan dapat
memperbaki kualitas pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam
menetapkan program-program ini, DKP3A membuat skala prioritas atau bertahap
dengan memperhatikan urusan wajib bukan pelayanan dasar dan

mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur
Tabel 6.1
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja,Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
" NP Capaian Kondisi Unit Kerja
Indlator Kinerja Tujuan, | == - 4 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 it Perangkat
0 Program dan Sasaran, Program I "
Sasaran Kode Rekening o q Tahun ada akhir Daerah Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan P
Awal eriode Penanggung
(Output) Perencan E Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
Meningkatkan
upaya
:::';:r"“:?‘z’;‘ an Rasio KDRT 0.066 % 1816 % 272% 0.048% 0.042% 0.038% 0038%
Hak Perempuan
dan Anak
,m;?:‘;%l:‘a;;xa Persentase kasus korban
perempuan dan ;fg:’:;a;a‘l’f’fya%a” dan anak 0% 2% 4% 78% 89% 90% 90%
anak terhadap .
kasus KDRT terselesaikan
PROGRAM
PERLINDUNGAN "
Prevalensi kekerasan
PEREMPUAN DAN 0,6% 0,7% 900.000.000
PERLINDUNGAN terhadap perempuan dan anak ° °
ANAK
Kegiatan Tumbuh Jumlah peserta yang mengikuti
Kembang Anak kegiatan tumbuh kembang anak 80 Orang 300.000.000
Jumlah Kabupaten/Kota menuju
layak anak 2%
Jumlah SDM terlatih konvensi
hak anak 1100 SDM
Kegiatan Perlindungan Jumlah Peserta yang mengikuti
Anak kegiatan Perlindungan anak 110 Orang 300.000.000

Jumlah Perangkat Daerah FGD

perlindungan anak dalam 10 g:rear;gkat
penanggulangan bencana
Jumlah kebijakan tentang
penurunan angka perkawinan 1 Kebijakan

anak
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Program dan
Kegiatan

Sasaran Kode Rekening

Kegiatan Perlindungan
Perempuan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)

Jumlah Peserta yang mengikuti
kegiatan perlindungan
perempuan

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target

Tahun 2019

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Target Rp Target Rp Target Rp

50 Orang 300.000.000

Tahun 2023

Target

Rp

Kondisi
Kinerja
[ELEELGITE
[
Renstra
Perangkat
Daerah

Unit Kerja
Perangkat
Daerah Lokasi
Penanggung
Jawab

Jumlah Profil perlindungan
perempuan Kaltim

1 Profil

Jumlah kebijakan perlindungan
perempuan

2 Kebijakan

PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN
PERLINDUNGAN Rasio KDRT 0,066% 0,054% 200.000.000
PEREMPUAN DAN
ANAK
Kegiatan perlindungan
perempuan dan anak Persentase Pelayanan 85% 60% 200.000.000
Korban kekerasan Perlindungan terpadu
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN "
PERLINDUNGAN herlindungan Perempuan dan 90,0% 100% §2650.000
PEREMPUAN nak Korban Kekerasan
DAN ANAK
Pelayanan Perlindungan terpadu
Pengembangan pusat perempuan dan anak korban
elaganan tegr a(?u kekerasan (Penerimaan
gem{’e rdayaaﬁ pengaduan, rehabilitasi sosial, 50% 50% 82.650.000
pengaduan dan bantuan hukum,
perempuan (P2TP2) kesehatan, reintergrasi dan
pemulangan)
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase kekerasan
glEJQII:II;SlSHI"I‘I;IiUNP DAN terhadap perempuan 0,25 111.000.000
PEREMPUAN
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output) Perencan E Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
— Jumlah SDM yang mengikuti
Advokasi perindungan advokasi perindungan 40SDM 111,000,000
peremp perempuan
PROGRAM
PENINGKATAN
PERLINDUNGAN DAN E:;ﬁ:h"::h":k"‘;"a‘:("a“ 0,08% 0,08% 223.985.000 0,07% 300.000.000
PEMENUHAN HAK
ANAK
Pemenuhan kebutuhan Jumlah anak yang
salah satu cluster hak mendapatkan KIE tentang hak 200 SDM 97.495.000 300 300.000.000
anak sipil anak
Advokasi penetapan
Kab/Kota menuju Kota | Jumiah KabiKota 5% 126.40.000
Lavak Anak menuju kota layak anak
yal
PROGRAM
PENGEMBANGAN
BAHAN INFORMASI
TENTANG Pemenuhan fik anak dan Kebiak §7.390.000
PENGASUHAN DAN penanaman nilai-nilai luhur ebijakan
PEMBINAAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
Pemenuhan hak anak
bidang lingkungan dan Jumlah peserta yang mengikuti
penanaman nilai-nilai penanaman nilai-nilai luhur 80 SDM 87.390.000
luhur
[ PROGRAM ]
PROGRAM Penguatan Pemenuhan Hak 3 3 3 9
2 08 08 PEMENUHAN HAK Anak Kebijakan | 225000000 | o iakan | 3348175000 | yopiakan | 224892112 | yopiiakan
ANAK (PHA)
[KEGIATAN]
Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah, 1 1 1 3
2 08 06 1 01 Non Pemerintah, dan Penguatan pelembagaan PHA Kab/Kota 59.575.000 Kab/Kota 200.000.000 Kab/Kota 100.000.000 Kab/Kota
Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output Perencan 3 Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
Jumlah Organisasi Pemerintah.
LjUB KEGIATAN] Non Pemerintah. Media dan Samarinda,
vokasi Kebijakan dan Dunia Usaha Usah: Balik
Pendampingan unia 'saha ‘sa‘ a alikpapan,
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang Bontang
Mendapat Advokasi Kebijakan 30 30 30 90 Kutim, Kubar,
2 08 06 ! o1 ot gz(rj:el;;ma?\lao n dan Pendampingan Organisasi 59.575.000 Organisasi 100.000.000 Organisasi 50.000.000 Organisasi DKP3A Kukar, Paser,
Pemerintahv Media dan Pemenuhan Hak  Anak PPU, Berau,
D g pada Lembaga Pemerintah. Mahulu dan
unia Usaha Non P intah. Media d Juar P
Kewenangan Provinsi Oﬂ. emerintah. Media dan uar Povinsi
9 D
unia Usaha
Samarinda,
[SuB KE(.BIATAN ] Jumlah Dokumen Hasil Balikpapan,
Koordinasi dan " Bontang
2 08 06 1 01 o0 | Srhonisasi Sioisas Peambagaan ! ! 100.000.000 ! 50.000.000 s DKP3A Kutm, Kubar,
P Hak Anagli Dokumen Dokumen N Dokumen o Dokumen Kukar, Paser,
Pemenuhan Hak Anak ) o PPU, Berau,
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi Mahulu dan
luar Povinsi
[KEGIATAN]
Penguatan dan
Pengembangan Penguatan lembaga penyedia 1 1 1 1
2 08 06 1 02 Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas 165.425.000 3.148.175.000 124.652.112
Layanan Peningkatan hidup anak dokumen dokumen dokumen dokumen
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Provinsi
[ SUB KEGIATAN ] .
Pengembangan Jumlah  Dokumen galr_rl\(annda‘
i, Informasi i Informasi  dan alikpapan,
Bontang
dan Edukasi Pemenuhan Edukasi (KIE) Pemenuhan 4 4 1 3 Kutim. Kubar.
2 08 06 1 02 03 Hak Anak bagi Lembaga Hak Anak bagiLembaga Dok 106.525.000 100.000.000 74.652.112 DKP3A N N
Penyedia Layanan Penyedia Layanan okumen Dokumen Dokumen Dokumen Kukar, Paser,
y Y 1y¢ Y PPU, Berau
Pe Kualitas Peni Kualitas Hidup Mahhlu dan’
Hidup Anak Anak Kewenangan Provinsi \uar Povinsi
Kewenangan Provinsi
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENSTRA 2019 -2023 DKP3A

PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening 5 o Tahun pada akhir Daerah Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal ) Penanggung
(Output Perencan perlode Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
[ SUB KEGIATAN ] .
Penguatan Jejaring Jumlah  Dokumen g:m(aramgi‘
Antar Lembaga Penguatan  Jejaring  Antar Bor nptaﬁ '
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan 4 4 1 3 Kutim Kugar
08 06 02 04 P Kualitas P Kualitas Hidup Dok 58.900.000 3.048.175.000 50.000.000 DKP3A N N
Hidup Anak Anak  Kewenangan Provinsi okumen Dokumen Dokumen Dokumen Kukar, Paser,
P 9 PPU, Berau
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Mah;.llu dan’
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Juar Povinsi
Kabupaten/Kota
[PROGRAM ]
PROGRAM Persentase Pemenuhan
08 07 PERLINDUNGAN Kebutuhan Hak Anak 88% 475.000.000 90% 2.850.000.000 90% 474.265.569 90%
KHUSUS ANAK
[KEGIATAN]
Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang Dokumen pencegah: 1 1 1 1
08 07 01 Melibatkan para Pihak penceganan 250000000 350000000 200.000.000
Lingkup Daerah Provinsi kekerasan terhadap anak dokumen dokumen dokumen dokumen
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Samarinda,
kﬁg%:;? ZZI‘AN] Jumlah  Dokumen  Hasil Bglrnp;ﬁgn,
" P Koordinasi  dan "
Sinkronisasi - . 1 1 1 Kutim, Kubar,
08 07 01 02 P ok rh ogatan Dokumen 250.000.000 Dokumen 350.000.000 Dokumen 200.000.000 Dokumen DKP3A Kukar, Paser.
terhadap Anak Ke erasan ::er adap Anal PPU, Berau,
Kewenangan Provinsi ewenangan Frovins! Mahulu dan
luar Povinsi
[ KEGIATAN]
Penyediaan Layanan
:ﬂaegr;:nsll:ay:ng Jumlah layanan bagi anak yang 4 4 1 4
08 07 02 Peri memerlukan perindungan 225.000.000 2.500.000.000 274.265.569
erlindungan Khusus Khusus anak dokumen dokumen dokumen dokumen
yang Memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian isi Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, Kondisi
Proaramaan S Prf: rarjn ! pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kinerja Perangkat
Sasaran Kode Rekening ra  Frograr Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal 5 Penanggung
(Output Perencan perlode Jawab
o Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
Perangkat
Daerah
[ SUB KEGIATAN] Somarinda,
Pengembangan Jumlah  DokumenKomunikasi Bonaaf] '
Komunikasi, Informasi, Informasi  dan Edukasi 4 4 1 3 Kutim Kugar
08 07 1 02 03 Edukasi Anak yang (KIE) An:k ~yang Dokumen 225.000.000 Dokumen 2.500.000.000 Dokumen 274.265.569 Dokumen DKP3A Kukar, Paser,
Perlindungan Khusus Khusus Kewenangan Provinsi iﬂzl:hﬁe;l:{
Kewenangan Provinsi \uar Povinsi
[PROGRAM ]
PROGRAM Kebijakan Perlindungan 4 4 4 12
060 PERLINDUNGAN Perempuan Kebijakan | 551024825 | yopiiakan | 3451825000 | yopiiaan | 0021926 | yopiiakan
PEREMPUAN
[KEGIATAN]
w8 03 1 ot ri?aﬁgﬁl::tr:;pu:; memaan ps’gggﬁgg 1 125.000.000 1 3.451.825.000 ! 300.000.000 3
{’/‘hagk Lingkup D ai rah kekerasan kekerasan terhadap dokumen R dokumen A dokumen e dokumen
Provinsi dan Lintas perempuan
Daerah Kabupaten/Kota
Samarinda,
[ SUB KEGIATAN | Jumlah  Perangkat ~ Daerah Balikpapan,
Advokasi Kebijakan dan yang  Mendapat Advokasi 2 2 20 20 Bontang
08 03 1 of o | Pendampinganlayanan | dan Pendampingan Perangkat Perangkat | 451825000 | Perangkat | 150.000.000 | Perangkat DKP3A Kutim, Kubar,
Perlindungan Layanan Perlindungan Kukar, Paser,
Daerah Daerah Daerah Daerah
Perempuan Perempuan Kewenangan PPU, Berau,
Kewenangan Provinsi Provinsi Mahulu dan
luar Povinsi
[SUB‘KEGIATAN] Jumlah ~ Dokumen  Hasil Sa'.”a”"da*
Koordinasi dan Koordinasi _dan Sinkronisasi Balikpapan,
Sinkronisasi oordinasi an Sinkronisasi Bontang
0 0 1 o1 o | PeeksenaanKebiokan | DRSS O ! 125000000 ! 3000.000.000 ! 150,000,000 8 DKP3A Kutim, Kubar,
Program dan Kegiatan P 9 9 Dokumen R Dokumen . Dokumen B Dokumen Kukar, Paser,
A PPU, Berau,
terhadap Perempuan t:;ali:alp:;e; 23;2‘ Mahulu dan
Kewenangan Provinsi 9 luar Povinsi
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Unit Kerja
! pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kinerja Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal 5 Penanggung
(Output Perencan perlode Jawab
o Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
Perangkat
Daerah
[KEGIATAN]
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Jumlah dokumen layanan
2 08 03 1 02 Kekerasan yang pengaduan masyarakat bagi 0 301.024.625 0 0 1 400.231.926 1
inasi korban
Tingkat Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
[ SUB KEGIATAN ] Samarinda,
Penyediaan Layanan Jumlah Perempuan Korban Balikpapan,
Peng M k Keki Tingkat Daerah Bontang
bagi Perempuan Korban Provinsi dan Lintas Daerah Kutim, Kubar,
2 08 03 1 02 01 Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang 100 Orang 301.024.625 100 Orang 200.231.926 200 Orang DKP3A Kukar, Paser,
Daerah Provinsi dan Mendapatkan Layanan PPU, Berau,
Lintas Daerah Pengaduan Masyarakat Mahulu dan
Kabupaten/Kota luar Povinsi
[ SUB KEGIATAN ] Samarinda
Kpord\n_asl dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Balikpapan,
Sinkronisasi P
b ‘engaduan yang Memerlukan Bontang
. " Koordinasi dan  Si isasi 50 50 Kutim, Kubar,
2 08 03 ! 02 02 Eﬁmyg’:af:nﬁﬁ";; i bagi Perempuan  Korban Layanan 200.000.000 Layanan DKP3A Kukar, Paser,
Pef'empuan :(orban 9 Kekerasan  Kewenangan PPU, Berau,
Kekerasan Kewenangan Provinsi lMahglu F’a’?
Provinsi uar Povinsi
[KEGIATAN]
Penguatan dan
2 08 03 1 03 pengembangan lembaga | - Penguatan lembaga penyedia 30orang | 125000000 | 30orang 0 30 orang 0 90 orang
penyedia layanan layanan e
pelindungan perempuan
kewenangan Provinsi

77



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

" Forr G Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineri Perangkat
Program dan Sasaran, Program inerja

Kegiatan (outcome) dan Kegiatan UL pada akhir Daerah Lokasi

Awal 5 Penanggun:
eriode ggung
o) Perencan lgenstra Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan Perangkat

Daerah

Sasaran Kode Rekening

[ SUB KEGIATAN | Samarinda,
Peningkatan kapasitas Jumlah Sumberdaya Lembaga Balikpapan,
sumber daya lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bontang
2 08 03 1 03 (2 | Penyeda 'ayi’;‘;‘ bagi Perempuan Korban Tlaporan | 125000000 La;man Lapgran Lapaoran DKP3A Eﬁﬂ:‘r *;:22[
perempuan korban Provinsi yang Mendapat PPU, Berau,
Penil Kapasitas Mahulu dan
Provinsi luar Povinsi
Meningkatkan
kesetaraan
g::‘:: ra(:a;ia(z" Persentase pelaku ekonomi 34 UMKM 37 UMKM UGZKM UV\iOKM UV?II(:(M UI?/I?(M UA;IOKM
9 9 perempuan Perempuan Perempuan
pembangunan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan
di Kalimantan
Timur
Meningkatkan
:g\giljear:::(asn Persentase perangkat daerah
pengarusutama ggfﬂ”jﬂ:ﬁ;g;;?g:;z ;f“ 50% 55% 60% 65% 85% 100% 100%
an gender
d alagm gender
pembangunan
PROGRAM Proporsi perempuan yang
KESETARAAN berada pada posisi jabatan 50% 70% 900.000.000
GENDER manajerial
Kegiatan kesetaraan jumlah peserta yang mengikuti
gender bidang politik dan kegiatan kesetaraan gender 100 Orang 100 Orang 300.000.000
hukum bidang politik dan hukum
Persentase perempuan dalam 8% 10%

jabatan politik

Jumlah Kebijakan keterlibatan
perempuan dalam politik dan 1 kebijakan 2 Kebijakan
jabatan publik

Jumlah profil Pembangunan

berbasis gender 1 Profil 2 Profil
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian Kondisi Unit Kerja
pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kinerja Perangkat
Tahun pada akhir Daerah Lokasi
e porode P
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat

Daerah

Indikator Kinerja Tujuan,
Program dan Sasaran, Program
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan
(Output)

Sasaran Kode Rekening

Kegiatan kesetaraan Jumlah peserta yang mengikuti
gender bidang sosial dan kegiatan kesetaraan gender 100 Orang 300.000.000
budaya bidang sosial dan budaya

Jumlah program kegiatan

berbasis PPRG 10 Program
Jumlah kebijakan PUG 1 Kebijakan 1 Kebijakan
Peningkatan peringkat Evaluasi
dan pemantauan PUG Madya Madya
Jumlah peserta yang mengikuti
K:géa;gigzzm;f;?mi kegiatan kesetaraan gender 120 Orang 350 Orang 300.000.000
g 9 bidang ekonomi
Jumlah usaha KK Perempuan
berbasis ICT 50 Uszha
Jumlah Desa PRIMA
(Perempuan Indonesia Maju 5 Desa Prima 5 Desa Prima
Mandiri) yang dibina

Jumlah forum koordinasi dan
sinkronisasi kesetaraan gender 1 Forum
bidang ekonomi

Persentase pelaku ekonomi

perempuan 34% 48% 158.900.000
PROGRAI
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BIDANG
i:g:ﬁﬁs:xMN Persentase perempuan miskin
yang memiliki Usaha Ekonomi 11,45% 0,11 150.000.000

Produktif (UEP)
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
. g Capaian Kondisi
. hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kineria
rogram dan Sasaran, Program Tahun 1a
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada akhir
(Output) G periode
Perencan Renstra
Target Target Rp Target Rp Target Rp
aan Perangkat
Daerah
Peningkatan Jumlah peserta yang
i 70 Peserta 70 Peserta 158.900.000 169 Peserta | 150.000.000
perempuan berwirausaha
PROGRAM
?ESIEJ'}\AKSAIGN Jumlah kebijakan yang
PENINGKATAN ponsif gender 1 Kebij 1 Kebij 395.480.000,00
KUALITAS ANAKDAN | Pemberdayaan perempuan
PEREMPUAN
Perumusan kebijakan
peningkatan peran dan Jumlah Kebijakan keterlibatan
posisi perempuan di perempuan dalam politik dan 1 kebijakan 1 kebijakan 118.700.000
bidang politik dan jabatan publik
jabatan publik
Jumlah kebijakan bidang
Rakor pemberdayaan
276.780.000
perempuan dan anak perindungan anak
PROGRAM
:E:!&Gg:;‘" PERAN Proporsi perempuan yang
KESETARAAN menmiliki usaha ekonomi 40% 40% 658.425.000,00
GENDER DALAM produktif (UEP)
PEMBANGUNAN
Pendidikan dan
pelatihan peningkatan Jumlah_ kajian pembangunan 1 Kajian 1 Kajian 282.975.000
peran serta dan berbasis gender
kesetaraan gender
Penyuluhan bagi ibu Jumlah kelompok
rumah tangga dalam P 12 12
UPPKS yang mendapatkan 112.750.000
rsne?glz:;gun keluarga advokasi dan pembinan Kelompok Kelompok
Bimbingan manajemen gymggh peserta yang mengikuf
. imbingan manajemen
5:21:' :ig: p;:;ng::pa usaha bagi perempuan 220 Orang 220 Orang 262.700.000
9 dalam mengelola usaha
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
" Forr G Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output) Perencan E Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
;Egg.:.!:rn AN Meningkatnya peran
GENDER DAN perempuan dalam 100% 100% 47,500,000
PEMBERDAYAAN membangun ekonomi
PEREMPUAN keluarga
penyuluhan bagi ibu
rumah tangga Jumlah kepala rumah tangga
perempuan dalam yang mendapatkan Penyuluhan 50 Orang 50 Orang 47.500.000
membangun keluarga di ekonomi
bidang ekonomi
[ PROGRAM |
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN Implementasi Kelembagaan 1 1 1 3
2 8 0 GENDER DAN PUG Kebijakan | 999325201 | yopijakan | 1200000000 | yopiiakan | 94894TTOB | yopiiakan
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
[KEGIATAN ]
Pelembagaan 3 7 10 10
2 08 02 1 01 . PUG lembaga 300.000.000 lembaga 450.000.000 lembaga 300.000.000 lembaga
ender (FLIG) pada PUG PUG PUG PUG
embaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
Samarinda,
[ SUB KEGIATAN ] Jumiah  Dokumen  Hasil Balkpapan,
Koordinasi dan Koordinasi  dan 1 1 1 1 Kutim Kugar
2 08 02 1 01 02 rSlnkmms.asw UG rSmkromsa5| g:rllzl;srarsag) Dokumen 80.000.000 Dokumen 250.000.000 Dokumen 80.000.000 Dokumen DKP3A Kukar, Paser,
Provinsi Ki Provinsi iﬂzldhﬁe;aaﬁl
luar Povinsi
Jumlah  Perangkat Daerah Samarinda
[ SUB KEGIATAN] sz’;)‘i’jakaz"e”g'kz';:d""kas' Balikpapan,
Advokasi Kebuakan dan Pendampingan Pelaksanaan 25 30 35 35 Ku%r?wnﬁﬂg ar,
2 08 02 1 01 03 'r;, elaksanaan PUG P Gender Perangkat 100.000.000 Perangkat 100.000.000 Perangkat 100.000.000 Perangkat DKP3A Kukar' Pase rl
termasuk PPRG (PUG) termasukPerencaan Daerah Daerah Daerah Daerah PPU ‘B erau !
o Pembangunan  Responsif ' !
Kewenangan Provinsi Gender (PPRG) Kewenangan 'F\A::‘gg‘/?:g
Provinsi |
Jumlah  Perangkat Daerah Samarinda
yang  Mengikuti Sosialisasi Balikpay an’
[ SUB KEGIATAN | Kebijakan Romapatt
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan 25 30 35 35 Kutim Kugar
2 08 02 1 01 04 Pelaksanaan PUG Gender  (PUG) Perangkat 120.000.000 Perangkat 100.000.000 Perangkat 100.000.000 Perangkat DKP3A Kukar’ Pasery
termasuk PPRG termasuk Perencaan Daerah Daerah Daerah Daerah PPU, Berau,
Provinsi P Responsif Mahhlu danl
Gender o
(PPRG) luar Povinsi
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
(Output) Awal periode Penanggung
Perencan Renstra Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan Perangkat
Daerah
[KEGIATAN]
Pemberdayaan
Perempuan Bidang Pengembangan SDM
o8 02 1 02 Polit, Hukum, Sosial bidang politk o 1 dok 250000000 | 1dok 300000000 | 1 dok 250000000 | 3dok
dan Ekonomi pada perempuan DIt angpoltl an lokumen . X lokumen . X lokumen X . lokumen
p hukum
Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi
Samarinda,
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Hasil Balikpapan,
ialisasi Peni ialisasi Peni Bontang
Partisipasi Perempuan di Partisipasi Perempuan di Kutim, Kubar,
08 02 1 02 01 Bidang Polik, Hukum, Bidang Politk. Hukum. Sosial 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000 3 Dokumen DKP3A Kukar Paser,
Sosial, dan Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan PPU, Berau,
Kewenangan Provinsi Provinsi Mahulu dan
luar Povinsi
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang Mengikuti
N Pendampingan Kebijakan Bontang '
e o Peni Partisipasi "
P Partisipasi e 25 30 35 35 Kutim, Kubar,
08 02 ! 02 02 Perempuan dalam ;’olitik rHuk un? g Sfe:ii?nga n Organisasi 100.000.000 Organisasi 150.000.000 Organisasi 100.000.000 Organisasi DKP3A Kukar, Paser,
s::tgk:#‘f;:“ Sosial, Ekonomi Kewenangan Provinsi iﬂzlrj‘hﬁe;ﬁ'
K - Kepada  Organisasi
ewenangan Provinsi Masyarakat di luar Povinsi
K
[KEGIATAN]
Penguatan dan
Pengembangan Penguatan lembaga penyedia
08 02 1 03 Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan 1 dokumen 449.325.201 1 dokumen 450.000.000 1 dokumen 396.947.708 3 dokumen
Layanan Pemberdayaan perempuan
Perempuan
Kewenangan Provinsi
Samarinda,
E\g\l;l(?kal(s E‘ﬁle'{;:;:g 3] dan Jumlah Lembaga Balikpapan,
b N kepada Penyedia Layanan Bontang
N . P P Kutim, Kubar,
08 02 1 03 01 t:n;t::%aplaeﬁz:m aon Kewenangan Provinsi yang 20 Lembaga [ 100.000.000 | 25Lembaga [ 200.000.000 | 30 Lembaga [ 100.000.000 35 Lembaga DKP3A Kukar Paser,
Peiempuan ¥ Mendapat Advokasi dan PPU, Berau,
Kewenangan Provinsi Pendampingan m:r:,l: v?:sr;
Samarinda,
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Sumberdaya Lembaga Balikpapan,
:emrk:gk:tan Eapabs ftas Penyedia Layanan Bontang
umoerdaya Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kutim, Kubar,
08 02 1 03 02 E:;ybe;l:aLzy;nan Kewenangan Provinsi yang 100 Orang 100.000.000 125 Orang 100.000.000 150 Orang 100.000.000 375 Orang DKP3A Kukar Paser,
Perempuary1 Mendapat Peningkatan PPU, Berau,
Kewenangan Provinsi Kapasitas m:r:,l: v(ij:sr;
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
o N Program dan Sasaran, Program I n
Tujuan Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal 2 P
Output) wal periode enanggung
o) Perencan Renstra Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan Perangkat
Daerah
Samarinda,
,[..SUB KEGIATAN ] Jumlah  Dokumen Balikpapan,
IK . . i Informasi ~ dan Bontang
omunikasi Informasi Edukasi  (KIE) Kutim, Kubar,
2 08 02 1 03 03 gzl:ng(ei;k:sa\;l:IE) Pemberdayaan Perempuan 1 Dokumen 249.325.201 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 196.947.708 3 Dokumen DKP3A Kukar, Paser,
" Kewenangan Provinsi yang PPU, Berau,
E:;Zr:gﬁar;n Provinsi Tersedia Mahulu dan
9 luar Povinsi
Meningkatkan
ketersedian .
data gender dan Peringkatan peranfaztan data 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
anak yang g
np“:[::‘[g';:::xa Persentase perangkat daerah
o o o o o o o
data gender dan y::ger?emanfaatkan data 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
anak 9
Persentase data gender dan
DATA GENDER DAN anak yang digunakan sebagai 70% | 750000000
ANAK dasar perencanaan e
pembangunan
Kegiatan data dan
informasi gender Persentase data gender 50% 250.000.000
jumlah pokja data pilah 30 Pokja
Kegiatan data dan jumlah data pilah anak dengan "
informasi anak OPD terkait 30 DataPiah | - 250.000.000
Persentase data anak 50%
Kegiatan informasi dan |, 1121 peserta Rakortek SIGA 100Orang | 250.000.000
partisipasi
Kebijakan terkait pegembangan
sistem informasi gender dan 1 Kebijakan
anak (SIGA)
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
cikstogiayiLan pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 i Perangkat
; Program dan Sasaran, Program Kinerja n
Sasaran Kode Rekening A 7 n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output Perencan 3 Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
PROGRAM Persentase data gender dan
PENGEMBANGAN anak yang digunakan sebagai
BASIS DATA GENDER | dasar perencanaan 5% 5% 319.500.000
DAN ANAK pembangunan
Sinergitas pelaksanaan
pengumpulan dan Persentase data pilah yang
pengayaan data gender tersedia 50% 50% 319.500.000
dan anak
[PROGRAM ] Capaian Data Gender dan
PROGRAM anak sebagai dasar
3 .000. 3 .000.000. o .000. o
2 08 05 PENGELOLAAN 9 65% 500.000.000 70% 1.000.000.000 75% 400.000.000 75%
SISTEM DATA perencanaan pemba.ngunan
GENDER DAN ANAK berdasarkan Data Pilah
[KEGIATAN]
z::gggﬁg:lainaﬁsis dan persentase qara gender dan .
2 08 05 1 o1 Penyajian Data Gender g"ak yang digunakan sebagai 65% 500.000.000 70% 1.000.000.000 75% 400.000.000 75%
dan Anak dalam asar perencanaan
Kelembagaan Data di pembangunan
Tingkat Daerah Provinsi
Samarinda,
Balikpapan,
ngiggggﬁ” Jumlah Dokumen Data Gender Ku?r?wnﬁzga "
2 08 05 1 01 01 Genﬁerdan Anak dan Anak Provinsi 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 700.000.000 1 Dokumen | 250.000.000 3 Dokumen DKP3A Kukar' Paserv
Provinsi yang Tersedia PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi
Samarinda,
[ SUB KEGIATAN | Balikpapan,
Penyajian dan Jumlah Dokumen Penyajian Bontang
Pemanfaatan Data dan Pemanfaatan Kutim, Kubar,
2 08 05 1 01 02 Gender dan Anak dalam Data Gender dan Anak dalam 1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 Dokumen 150.000.000 3 Dokumen DKP3A Kukar, Paser,
Ke Data K Data Provinsi PPU, Berau,
Provinsi Mahulu dan
luar Povinsi
Meningkatkan
TUJUAN
pelayanan L i , Peni dokumen
administrasi e dan
kependudukan yang data 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100%
Yna:gtlzzlahn lebih update dan kependudukan
kp " komprehensif
omprehensif
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Tujuan

Sasaran Kode Rekening

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Target Target Rp Target Rp Target Rp

Tahun 2023

Target

Rp

Kondisi
Kinerja
[ELEELGITE
[
Renstra
Perangkat
Daerah

Unit Kerja
Perangkat
Daerah Lokasi
Penanggung
Jawab

Meningkatnya [ penduduk yang
layanan layanan layanan
administrasi H " dan 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100%
kependudukan kependudukan catatan sipil
:EE fxm;ASILITASI Persentase perangkat daerah
ADMINISTRAS! yang memanfaatkan data 70% 750.000.000
KEPENDUDUKAN kependudukan

Kegiatan bina aparatur
pendaftaran penduduk

Jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan bina aparatur
pendaftaran penduduk

100 Orang 250.000.000

Jumlah peserta yang mengikuti

Kegiatan bina aparatur . N
pencatatan sipi :Zﬁf;?aq:*n;paﬂparatur 100 Orang 250.000.000
Kegiatan monitoring, Jumlah perangkat daerah yang 10
evaluasi dan memanfaatkan data Perangkat 250.000.000
Daerah
PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRAS! Persentase penduduk yang
KEPENDUDUKAN memperoleh akses pelayanan 85% 85% 2.187.142.000 90% 1.700.000.000
(DAK) administrasi kependudukan
Persentase penduduk yang
Pelayanan Ad"‘;gi‘}'f)s' mendapatkan dokumen 97,74% 101% 1,671.072.000 036% | 1700000000

dan akta catatan

sipil

Pelayanan administrasi
kependudukan

Persentase Perangkat Daerah
yang memanfaatan data
adminduk

5%

5% 516.070.000
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
RS '"dg‘:;::a’f""s:f I:r‘r:‘a"’ pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
Sasaran Kode Rekening ra  Frograr Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
(Output) Awal periode Penanggung
Perencan Renstra Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
aan Perangkat
Daerah
[ PROGRAM | . .
2 12 0 PROGRAM cCanakan torkalt pancatatan Kebiakan | 170000000 | 8 | osooo000 | 8 | eerarast | 18
PENCATATAN SIPIL P I ‘ I U
Jumlah kebijakan terkait
2 12 03 1 o g;fg{;fa’;"g;e/aya"a" pelayanan catatan sipil Kab/Kota Gdokumen | 170000000 | Gdokumen | 250000000 | 6dokumen | 169.737.151 | 18 dokumen
se-Kaltim
Samarinda,
Balikpapan,
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen kebijakan Bontang

2 12 0 1 o1 o1 Penetapan Kebijakan

PR Kutim, Kubar,
Teknis di Bidang Teknis di Bidang 1 Dokumen 170.000.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 169.737.151 3 Dokumen DKP3A

Pencatatan Sipil Ditetapkan Kukar, Paser,

Pencatatan Sipil PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi
[PROGRAM |
PROGRAM Kebijakan terkait dengan 6 6 6 18
2 12w PENDAFTARAN pendaftaran penduduk Kebijakan | 4880.000.000 | o iokan | 400000000 | opiakan | 4672763920 | yopiiakan
PENDUDUK
[ KEGIATAN ] Pelayanan Jumlah kebijakan terkait
2 12 02 1 01 P p p 6 dokumen | 4.680.000.000 | 6 dokumen 400.000.000 6 dokumen | 4.672.763.920 18 dokumen
Kependudukan penduduk Kab/Kota se-Kaltim
Samarinda,
[ SUB KEGIATAN | ) Balikpapan,
- Jumlah Dokumen Kebijakan
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Bontang

Teknis di Bidang
Pendaftaran Penduduk
Berdasarkan Kebijakan
Nasional

Pendaftaran Penduduk 1Dokumen | 4680.000.000 | 1Dokumen | 400.000.000 | 1Dokumen | 4.672.763920 | 1 Dokumen DKP3A ﬁﬂﬂ’;’;‘;‘;‘;
Berdasarkan Kebijakan ! '

d e PPU, Berau,
Nasional yang Ditetapkan Mahulu dan

luar Povinsi

[PROGRAM ]
PROGRAM
PENGELOLAAN Kebijakan terkait pengelolaan 5
INFORMASI administrasi kependudukan Kebijakan
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

5 4775613385

15
478.353.000 Kebijakan Kebijakan

5
Kebijakan 1.576.175.000

[ KEGIATAN ] Penataan
Pengelolaan Informasi

2 2 0 ! o1 Administrasi

Kependudukan

Jumlah data kependudukan 3 dokumen 478.353.000 3dokumen | 1.576.175.000 | 3 dokumen 477.613.385 9 dokumen
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output Perencan 3 Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
[ SUB KEGIATAN ]
Penyusunan Tata Cara Jumlah  Dokumen  Tata .
perencanaan, Cara  Perencanaan. g:ﬂg!:gi‘
evaluasi, : Ku?r?wnﬁzgar
2 12 04 1 01 01 pengendalian dan Evaluasi. Pengendalian  dan 1 Dokumen 328.353.000 1Dokumen | 1.326.175.000 | 1 Dokumen 3 Dokumen DKP3A Kukar' Paserl
penyusunan pelaporan Penyusunan Pelaporan PPU ’Berau '
adminduk terkait Adminduk Terkait Mah;.llu dan’
pengelolaan informasi Pengelolaan Informasi Juar Povinsi
administrasi Administrasi Kependudukan
kependudukan
[ SUB KEGIATAN ] .
Penyusunan Tata Cara Jumlah Dokumen Hasil g:m(aramgi‘
P Data P Tata Cara Bonptaﬁg !
yang P Data "
2 12 04 1 01 02 Bersifat Data Kependudukan yang Bersifat 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen 477.613.385 3 Dokumen DKP3A Ezﬂ; };:2::’
Perseorangan, Data Data Perseorangan. Data PPU ’Berau '
Agregat dan Data Agregat dan Data Pribadi di Mah;.llu dan’
Pribadi di Provinsi dan Provinsi dan Kabupaten/Kota Juar Povinsi
Kabupaten/Kota
Meningkatkan
kesejahteraan,
kemandirian Meningkatnya jumlah kampung 175 Kampung 299 315 330 330
dan KB 154 Kampung KB | 160 Kampung KB KB Kampung KB Kampung KB Kampung KB Kampung KB
ketahananan
keluarga
terkendalinya
Ipa::]tumbuhan laju pertumbuhan penduduk 3.65% 3.66 % 367% 2.54 % 252 % 2.50 % 2.50 %
penduduk
PROGRAM Persentase Lembaga
Pl JALIAN y yang aktif dalam
PENDUDUK DAN bidang kesejahteraan, 50% 70% 750.000.000
KELUARGA kemandirian dan ketahanan
BERENCANA keluarga (LSM)
: Jumlah Peserta yang mengikuti
Kegaten Pengendallah | egiatan pengendalian 1200 Orang 230 Orang | 250.000.000
enduduk
penduduk
Kegiatan Kualitas Jumlah peserta yang mengikuti
Keluarga kegiatan kualitas keluarga 60 Orang 15 Orang 250000000
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Sasaran

Kode Rekening

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENSTRA 2019 -2023 DKP3A

PIeovinsi Yalimantan Timur

Tahun 2019

Target

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2020

Target

Rp

Tahun 2021

Target

Rp

Tahun 2022

Target

Rp

Tahun 2023

Target

Rp

Kondisi
Kinerja
[ELEELGITE
[
Renstra
Perangkat
Daerah

Unit Kerja
Perangkat
Daerah Lokasi
Penanggung
Jawab

Kegiatan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti
Berencana kegiatan keluarga berencana 1050 Orang 400 Orang 250000000
Terwujudnya keluarga
PROGRAM KELUARGA berencana dalam kesetaraan
BERENCANA gender dan anak dalam 100% 100% 225.800.000
pengendalian penduduk

Penyediaan Pelayanan

Komunikasi, Informasi ;ﬂ%?:aal:f::;;aan

dan Edukasi (KIE) dalam y 100 Orang 100 Orang 225.800.000
N gender dan anak dalam

mewujudkan kesetaraan engendalian penduduk

gender dan hak anak peng P

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PUSAT PELAYANAN Jumlah remaja yang

INFORMASI DAN mendapatkan advokasi dan

KONSELING KIE (Komumikasi, Informasi, 100 Orang 100 Orang 95.900.000

KESEHATAN Edukasi)

REPRODUKSI REMAJA

(KRR)

Forum pelayanan

Keseh_atan Repmdyksw Remaja yang mendapatkan

Remaja (KRR) bag advokasi dan KIE (Komunikasi, 100 Orang 100 Orang 95.900.000

kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar
sekolah

Informasi, Edukasi)

04

[ PROGRAM |
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

Peningkatan SDM Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

1
Kebijakan

160.000.000

1
Kebijakan

200.000.000

1
Kebijakan

159.752.613

3
Kebijakan
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output Perencan 3 Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
[KEGIATAN]
Pengelolaan
P Desain
2 14 0 1ol Emg“"‘ remoar yang 1dokumen | 160.000.000 | 1dokumen | 200.000.000 | 1dokumen | 159.752.613 3 dokumen
eluarga Melalui pembinaan ketahanan dan
Pembinaan Ketahanan kesejahteraan keluarga
dan Kesejahteraan
Keluarga
Jumlah Dokumen Hasil Samarinda,
Pembinaan Ketahanan Balikpapan,
[ SUB KEGIATAN | dan Kesejahteraan Keluarga Bontang
2 4 o 1 o1 o3 | FemeinaanKetahanan 1Dokumen | 160000.000 | 1Dokumen | 200000.000 | 1Dokumen | 159752613 | 3Dokumen DKP3A Kutim, Kubar,
lan Kesejahteraan Kukar, Paser,
Keluarga PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi
[PROGRAM ] Peningkatan SDM yang
PROGRAM mendapatkan KIE
2 14 03 PEMBINAAN Pengendalian Penduduk dan 33% 150.000.000 40% 300.000.000 50% 149.768.074 50%
KELUARGA Keluarga Berencana (KB)
BERENCANA (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
[KEGIATAN]
Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan
dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, . .
2 14 03 1 o1 Informasi dan Edukas peningkatan jumlah peserta KB 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 300.000.000 1 dokumen 149.768.074 3 dokumen
(KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Jumlah Dokumen Hasil
[ SUB KEGIATAN ] Penguatan Keria Sama SZﬁ"ka'a‘"‘ii
Penguatan Kerja Sama dengan  Stakeholders ~dan Bonaaf] '
dengan Stakeholders Mitra Kerja dalam Kutim Kugar
2 14 03 1 01 05 dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi. 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 49.768.074 3 Dokumen DKP3A Kukar’ Pasery
Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program PPU ’Berauy
Promosi dan KIE Pembangunan  Keluarga. Mahhlu da nl
Program KKBPK Kependudukan.  dan Keluarga \uar Povinsi
(Bangga Kencana
[ SUB KEGIATAN ] . Samarinda,
P dan .rJumIah Dokumel:1an Hasil Balikpapan,
2 4 o8 10 0 E'e‘;]"y‘?’glia;:”’ﬁ’t::e“"g E?grﬁiiiaandanmat?(r;nsel'n 1Dokumen | 40000000 | 1Dokumen | 100.000.000 | 1Dokumen | 50.000.000 | 3Dokumen DKP3A K“s’?'zzga"
Kesehatan Reproduksi Ke ing e e haae Kukar, Paser,
dan Hak-Hak Reproduksi esehatan Reprodu{(sw dar_1 PPU, Berau
Pl H: s 3
y lak-Hak Reproduksi sesuai
sesuai dengan Kearifan d Kearifan Budaya Lokal Mahulu dan
Budaya Lokal engan feariian Budaya Lot luar Povinsi
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
RS '"dg‘:;::a'f""s:f I:r‘r:‘a"’ pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
Sasaran Kode Rekening ra  Frograr Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal P P
Output) wal periode enanggung
(Output) Perencan Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
Samarinda,
Balikpapan,
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Hasil Bontang
1 0 1 o 08 Ez:;znsg’&:;ﬁ‘;; dan Eg:;be'l'l‘;";“K Dromosi dan Tlaporan | 70000000 | 1laporan | 100.000000 | 1Laporan | 50.000.000 3Laporan DKP3A Kuim, Kubar,
Reproduksi Reproduksi PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi
[ PROGRAM ]
1“0 PR LIAN pﬁ*;’;':;}l':n"s’e’:‘%u sk 1Kebijakan | 150.000.000 | 1Kebijakan | 500.000.000 | 1Kebijakan | 149.768.074 | 3Kebijakan
PENDUDUK
[KEGIATAN]
Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
o2 1 o ggrgzzng’m’:ﬁﬁéh p’;ﬁy’zﬂuﬁf}f fentang pengendalian 1 dokumen | 150000000 | 1dokumen | 500000000 | 5dokumen | 149.768.074 | 7 dokumen
Daerah Provinsi dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Samarinda,
LSUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen Penyusunan Balikpapan,
‘enyusunan dan Bontang
Pemanfaatan Grand dan Pemanfaatan Grand Kutim, Kubar,
14 02 1 01 02 Design Pembangunan Design  Pembangunan 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 500.000.000 1 Dokumen 149.768.074 3 Dokumen DKP3A Kukary Pasery
Kependudukan (GDPK) rgg;’:(")“%:kak’;‘ Proinsi PPU, Berau,
Tingkat Provinsi g Mahulu dan
luar Povinsi
Meningkatkan
layanan publik
bidang
administrasi
kependudukan
dan pencatatan
sipil, bidang
S::‘;:’:;ﬂ:f;a"" Dseatase capaian Kinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perlindungan
anak dan
bidang
pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas A
- persentase capaian kinerja o o o o o o o
aparatur sipil e 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
negara serta aparatur sipil negara DKP3A
sarana dan
prasarana

90




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
RS '"dg‘:;::a’f""s:f I:r‘r:‘a"’ pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
Sasaran Kode Rekening ra  Frograr Tahun f PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan Awal pada akhir B
) et periode e
erencan awal
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
PROGRAM PELAYANAN | Tingkat kepuasan pemangku
ADMINISTRAS kepentingan terhadap 0% 90% 1.675.214.000 90% 1.700.000.000
PERKANTORAN pelayanan PD (SKM)
e . Terpenchinya Pelayanan 1tahun 1tahun 1675214000 | 1Tahun | 1700.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN Unit kerja PD yang memiliki
2::2:::@ Kinerja pelayanan tepat waktu 0% 1% 1.559.826.000 1% 3.990.000.000
APARATUR
Pemelinarazn Peralatan Jumlah Sarana dan Prasarana
dan Kelengkapan Kantor 47 Sapras 47 Sapras 1.559.826.000 55 Sapras 3.990.000.000
Sarana dan Prasarana
PROGRAM
PENINGKATAN o
KAPASITAS :;’::m?mﬁ:‘eﬁrg memilik % 60% 594,000,000 60% 710.000.000
KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH
Koordinasi dan ersentase capaian target
Konsultasi Kelembagaan Einarja paian targ 70 Trip 70 Trip 540.000.000 80 Trip 650.000.000
Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas Jumlah Diklat yang diikuti . . "
Sumber Daya Aparatur Pegawai 4 Diklat 4 Diklat 54.000.000 6 Diklat 60.000.000
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output Perencan 3 Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
PROGRAM
PENYUSUNAN
DOKUMEN
PERENCANAAN, . . _—
PENGENDALIAN DAN Nilai Akuntabilitas Kinerja PD 64% 65% 248.360.000 67% 450.000.000
EVALUASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH
Penyusunan Laporan
Eenge”.da"a" dan Dokaumen laporan capaian 5 Laporan 5 Laporan 248.360.000 5Laporan | 100.000.000
valuasi Pelaksanaan kinerja
Kegiatan
Rakor Bidang
Pemberdayaan Jumlah rekomendasi rakor 1 150.000.000
Perempuan dan pemberdayaan perempuan Rekomendasi haae
Perlindungan Anak
Forum RKP Bidang "
Jumlah dokumen Bidang 2
K PPdan | i PP dan PA Rekomendasi| 100000000
Pameran hasil karya 2
perempuan di bidang Jumlah pameran yang diikuti Pameran 100.000.000
pembangunan
[PROGRAM | Skor kepuasan masyarakat
PROGRAM terhadap urusan Bidang
2 08 01 PENUNJANG URUSAN Kependudukan, 90% 14.496.914.174 95% 16.495.678.574 100% 14.474.499.468 100%
PEMERINTAHAN Pemberdayaan, Perempuan
DAERAH PROVINSI dan Perlindungan Anak
[KEGIATAN]
Administrasi Persentase kedisiplinan
2 08 01 1 05 Kepegawaian Perangkat pegawai 0% 0 100% 727.220.000 100% 700.000.000 100%
Daerah
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Sasaran

Kode Rekening

Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program
(outcome) dan Kegiatan
(Output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
aan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENSTRA 2019 -2023 DKP3A

PIeovinsi Yalimantan Timur

Target

Tahun 2019

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2020

Target

Rp

Tahun 2021

Target

Rp

Tahun 2022

Target Rp

Tahun 2023

Target Rp

Kondisi
Kinerja
[ELEELGITE
[
Renstra
Perangkat
Daerah

Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

Lokasi

[ SUB KEGIATAN ] Jumlah O Mengikuti s d
Bimbingan Teknis umiah Orang yang Mengikuti amarinda
08 01 1 05 1 N Bimbingan Teknis Implementasi 30 Orang 30 Orang 507.320.000 30 Orang 500.000.000 90 orang DKP3A dan Luar
Implementasi Peraturan o
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
Perundang-Undangan
L:geadK:ﬁg;ﬁgaln Jumlah Paket Pakaian
08 01 1 05 02 eng - Dinas Beserta Atribut 3 Paket 3 Paket 219.900.000 3 Paket 200.000.000 3 Paket DKP3A Samarinda
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapan
Kelengkapannya
[KEGIATAN ] onei
8 01 1 02 Administrasi Keuangan Persentase realisasi anggaran 90% 9.344.839.000 95% | 10.639.160.175 | 100% | 9.899.499.468 12 bulan
DKP3A Prov. Kaltim
Perangkat Daerah
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan Samarinda
08 01 1 02 05 Penyusunan Laporan Laporan  Hasil  Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 10.000.000 3 Laporan DKP3A dan Luar
Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi
SKPD Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
[ SUB KEGIATAN ] Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Triwulanan/Semesteran
Penyusunan Laporan SKPD  dan  Laporan Samarinda
08 01 1 02 07 K ! P . P 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000 1 Laporan 20.000.000 3 Laporan DKP3A dan Luar
euangan Koordinasi ~ Penyusunan Provinsi
. rovinsi
Bulanan/Ti Laporan fof
esteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah  Orang  yang
08 01 1 02 01 | Penyediaan Gajidan Menerima  Gaji  dan 400rang | g 344839000 | 400N | 0600.160.175 | “00Y | 344830000 | 400N DKP3A Samarinda
" 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
[KEGIATAN ] Persentase sarana dan
08 o1 1 06 Administrasi Umum p kantor yang berfungsi 90% 989.167.624 95% 1.741.733.103 100% 1.010.000.000 100%
Perangkat Daerah dengan baik
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
" Forr G Capaian isi Unit
Indikator Kinerja Tu Kondisi
] pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kinerja Perangkat
; Program dan Sasaran, Progr: I n
Sasaran Kode Rekening A Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal 5 Penanggung
(Output Perencan perlode Jawab
o Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
Perangkat
Daerah
Lﬁgi;(igfrﬁ;reé;a]tan Jumlah Paket Peralatan dan
2 08 01 1 06 02 da n); erlenakapan Perlengkapan Kantor yang 10 Paket 10 Paket 224.621.000 10 Paket 100.000.000 30 Paket DKP3A Samarinda
gkapa Disediakan
Kantor
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Paket
Penyediaan Komponen Komponen Instalasi
2 08 01 1 06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 20 Paket 20 Paket 18.161.603 20 Paket 20.000.000 60 Paket DKP3A Samarinda
istrik/Pe Kantor  yang
Bangunan Kantor Disediakan
Lﬁ:i;gﬁg‘;ﬂ‘nl Jumlah Paket Barang Cetakan
2 08 01 1 06 05 Cetaykan dan 9 dan Penggandaan yang 10 Paket 10 Paket 90.032.500 10 Paket 100.000.000 30 Paket DKP3A Samarinda
P Disediakan
‘enggandaan
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Dokumen Bahan
2 08 01 1 06 0§ | PenediaanBahan Bacaan dan Peraturan 1 Dokumen 1Dokumen | 13440000 | 1Dokumen | 20.000.000 | 3Dokumen DKP3A Samarinda
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
P d Disediak
) g
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Laporan Fasilitasi
2 08 01 1 06 08 Fasilitasi Kunjungan Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 107.025.000 1 Laporan 70.000.000 3 Laporan DKP3A Samarinda
Tamu
Samarinda,
Balikpapan,
I["SUB o Ili{apat Jumizh  Laporan Ku?r?\niﬂgar
2 08 01 1 06 09 A P Rapat 1 Laporan 989.167.624 1 Laporan 1.288.453.000 1 Laporan 700.000.000 3 Laporan DKP3A N N
Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kukar, Paser,
Konsultasi SKPD PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi
[KEGIATAN ]
Pemeliharaan Barang Persentase barang milik daerah
2 08 o1 1 09 Milik Daerah Penunjang yang digunakan dan berfungsi 90 % 1.571.183.635 95% 305.486.000 100 % 300.000.000 100%
Urusan Pemerintahan baik
Daerah
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
m g Capaian Kondisi Unit Kerja
hatogKineraluiian: pada Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kineria Perangkat
; Program dan Sasaran, Program I n
Sasaran Kode Rekening A n Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
Awal eriode Penanggung
(Output Perencan 3 Jawab
Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
aan Perangkat
Daerah
[ SUB KEGIATAN ]
PemelharaanRehabita | Umian Sarana  dan
si Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung
2 08 01 1 09 1 Pendukung Gedung Gedung Kantor atau 5 Unit 5 Unit 100.000.000 10 Unit 100.000.000 20 Unit DKP3A Samarinda
Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan - . e
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
[ SUB KEGIATAN ]
Penyediaan Jasa Jumlah  Kendaraan  Dinas
P 1 Biaya 0 i atau Lapangan
2 08 01 1 09 02 Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan 20 Unit 1.571.183.635 20 Unit 205.486.000 20 Unit 200.000.000 20 Unit DKP3A Samarinda
Perizinan Kendaraan Dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau Perizinannya
Lapangan
[KEGIATAN]
Pengadaan Barang Milik -
2 08 of 1 o7 Daerah Penunjang Jersedtanya peralatan dan 20% 0 20% 560,127,000 20% 100.000.000 60%
Urusan Pemerintah ¥
Daerah
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Unit Peralatan dan
2 08 01 1 07 06 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya yang 10 Unit 5 Unit 560.127.000 10 Unit 100.000.000 25 Unit DKP3A Samarinda
dan Mesin Lainnya Disediakan
{’sfi?i::rllvja sa Nilai survey kepuasasn pegawai
2 08 01 1 08 Per nznj jang Urusan terhadap kenyamanan di tempat 60% 2.137.648.540 62% 2.209.952.296 64% 2.165.000.000 64%
Pemerintahan Daerah kera
[ SUB KEGIATAN ] :
2 08 00 1 08 01 | PenjetioanJasaSuat | emieh Laporan Penyedaan 1 Laporan Tlaporan | 14900000 | 1Laporan | 15000000 3 Laporan DKP3A Samarinda
Menyurat asa Surat Menyura
(s conry | A Lo
2 08 01 1 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan 2.137.648.540 1 Laporan 1.770.897.296 1 Laporan 1.800.000.000 3 Laporan DKP3A Samarinda
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
PIeovinsi Yalimantan Timur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data
" Forr G Capaian isi Unit
Indikator Kinerja Tu Kondisi
d pada Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kinerja Perangkat
; Program dan Sasaran, Progr: I n
Kode Rekening A Tahun ada akhir PECTE] Lokasi
Kegiatan (outcome) dan Kegiatan 2
(Output) . Awal periode Perlljanggk;mg
erencan awal
o Target Rp Target Rp Target Rp Renstra
Perangkat
Daerah
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Peralatan dan :
08 01 08 03 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Laporan 1 Laporan 53.400.000 1 Laporan 50.000.000 3 Laporan DKP3A Samarinda
P Kantor Disediak
[ SUB KEGIATAN | Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi. Sumber :
08 01 08 02 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk yang 1 Laporan 1 Laporan 370.755.000 1 Laporan 300.000.000 3 Laporan DKP3A Samarinda
Daya Air dan Listrik Disediakan
[KEGIATAN] Persentase dokumen
/ dan
08 01 o1 E:ﬁlaar;?%g:r’}adan DKP3A yang tepat wakiu dan 90% 454.075.375 95% 312.000.000 100% 300.000.000 68%
Perangkat Daerah {epat proses
[ SUB KEGIATAN ] Samarinda
08 o1 01 ot | PenyusunanDokumen | Jumiah Dokumen Perencanaan 2Dokumen | 454075375 | 2Dokumen | 50000000 | 2Dokumen | 50.000.000 | 4Dokumen DKP3A dan Luar
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Provinsi
Daerah rovinsi
Jumlah Laporan Capaian
kﬁg%gﬁg:?m Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Penyusunan Lanoran Kinerja SKPD dan Samarinda
08 01 01 06 Cap)z;ian Kinenapdan Laporan  Hasil Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 90.000.000 1 Laporan 90.000.000 3 Laporan DKP3A dan Luar
Ikhtisar Realisasi Kinerja Egnyus:nar}kta_pora; CI? paian Provinsi
SKPD !nena lan |khtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Samarinda,
Balikpapan,
Bontang
[ SUB KEGIATAN ] . "
8 o 01 07 | EvaluasiKinera f(‘."“'ah 'F;"m’aEa DE"a'”ﬁS' 1 Laporan flaporan | 50.000.000 | 1Laporan | 50.000.000 3 Laporan DKP3A E”‘k'"‘* *;“ba"
Perangkat Daerah Inerja erang it Daeral uKar, Paser,
PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi
[SUBIGGATAN] | ot e
08 01 01 04 Koordinasi dan P Dok DPA 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000 6 Dokumen DKP3A Samarinda
Penyusunan DPA-SKPD S;r;y[\;sunan okumen 3
Samarinda,
Balikpapan,
[ SUB KEGIATAN ] Jumlah Dokumen RKA-SKPD Bontang
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi Kutim, Kubar,
08 01 01 02 P Dokumen P Dokumen RKA- 2 Dokumen 2 Dokumen 112.000.000 | 2 Dokumen 100.000.000 6 Dokumen DKP3A Kukar Paser,
RKA-SKPD SKPD PPU, Berau,
Mahulu dan
luar Povinsi




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat
capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan
sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai
tujuannya. Indikator kinerja DKP3A Provinsi Kalimantan Timur secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2019-2023.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
tahun 2019-2023 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok,
menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah,
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur

kinerja kepala daerah.

Pembangunan 3 urusan yaitu pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, serta Pelayanan Adminsitrasi Kependudukan.ditujukan untuk
mendukung pembangunan secara umum di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerja
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

ditampilkan dalam tabel berikut :
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

Tabel 7.1
Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan
Dan sasaran RPJMD

Kondisi Kondisi
e Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada

Indikator Satuan [ ELERTE] akhir

periode 2020 2021 2022 periode
RPJMD RPJMD

1 | Rasio KDRT % 0.066 18.16 27.2 0.048 0.042 0.038 0.038

Persentase kasus korban
2 | kekerasan perempuan dan anak % 70.00 72.00 74.00 78.00 89.00 90.00 90.00
Provinsi Kaltim yang terselesaikan

Persentase pelaku ekonomi UMKM

. 34 37 62 50 60 70 70
perempuan Kaltim Perempuan

Persentase Perangkat daerah yang
4 | menyusunan anggaran dan % 50 55 60 65 85 100 100
perencanaan yang responsif gender

Peningkatan dokumen administrasi
5 | kependudukan dan pemanfaatan % 96 97 98 99 100 100 100
data kependudukan

Presentase penduduk yang
6 | mendapatkan layanan administrasi % 96 97 98 99 100 100 100
kependudukan dan catatan sipil
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

Kondisi Kondisi
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada
Indikator Satuan pada awal akhir
periode 2019 2020 2021 2022 2023 periode
RPJMD RPJMD
7 | Meningkatnya jumlah kampung KB |Kampung KB 154 160 175 299 315 330 330
8 | Laju pertumbuhan penduduk % 3.65 3.66 3.67 2.54 2.52 2.50 2.50

Peningkatan pemanfaatan data

9 gender dananak % 25 30 35 40 45 50 50
o |prelssemyatsE |y | oo | s w6 | |
11 | Porsentase pencapatan nerz % 100 100 100 100 100 100 100
12 persentase capaian kinerja aparatur % 100 100 100 100 100 100 100

sipil negara DKP3A
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RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENSTRA 2019 -2023 DKP3A
Provinsi Yalimantan Timur

BAB VIII
PENUTUP

VIl. 1 Pedoman Transisi

VII. 2

Masa berlaku Perubahan Renstra DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah

selama lima tahun yakni Tahun 2019-2023. Untuk menjaga kesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi,

maka DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunanRenja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap
berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025.

Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur adalah

selama lima tahun yakni Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung
pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang
tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat
Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah
yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,
maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra

Perangkat Daerah.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau

daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan

kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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